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WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR \§*A TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUSYAWARAI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

WALIKOTA SURAKARTA,

Menmimbang < a. bohwa  dalam rangka penyusunan Rencana Kera
Pemenntah Dacrah  Kota  Surakaria  schagnimana
diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
periu  diluksanakan Musyvawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan  Kecamatan, Forum  Satuan  kena
Perangkat  Dacrah  dan  Musvawarash  Perencanaan
Pembangunan Kota Tahun 2013,

b. bahwa polaksanaan Musvawarah  Perencanaan
Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan, Forum  Satuan  Kena
Perungkat  Dacrah  dan  Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kota Tahun 2013 diharapkan dapat
berjalan secara cfekuf dan cfisien;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  schagaimana
dimaksud hurul a dan b, maka perlu menclapkan
Pernturan Walikota  tentang Petunjuk Tekmis
Pelaksanaan Musyvawarah Perencanaan Pembangunan
Kelurahan, Musyvawarah Perencanaan Pembangunan
Kecamatan, Forum Satuan Kerju Perangkat Dacrah dan
Musyawarnh Perencanaan Pembangunan Kota Tahun

2013;

Mengingat c 1, Undang Undang Nomor 16 Tohun 1950 wenlang
Pembentukan  Dacrah-Dacrah Kotn Besar  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Dacrah Istimewn Yogyvakoaria (Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomot 45),

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara  (Lembaran Negarn Repubhik
Indoncsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 268);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
schagaimana  (elah beberapa kali diubah,  terakhir
dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Dacrah
(Lembaran Negara Republik  [Indonesin Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  lentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintabhan Dacrah  (Lembaran Nepara  Republik
Indonesia  Tabhun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 44.38);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 lentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor |4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 1entang
Pembentukan Peraluran Perundang-undangan
(Lembaran Negarg  Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tabun 2001 1entang
Pembinaan Dan Pengawasuan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indaonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 (entang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Nana Perimbangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4588),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabhun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negoara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambaohan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinera Instanst Pemerimtah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 entang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 466.3);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 1entang
Laporan Penyvelenggaraan  Pemernintahan  Daerah
Kepada Pemenntah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban  Kepala Dacrah  kepada  Dewan
Perwakilan Rakyval Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Dacrah Kepada
Masyvarakal (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Neparn
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tohun 2007 lentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan
Daerah Provins dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesio
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarao
Republik Indonesia Nomor 4737],

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisast  Perangkat  Dacrah  (Lembaran Negora
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 474 1),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyvusunan, Pengendalion  dan
IEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4698);
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Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2006 tentang  Tala  Cara  Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Dacrah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah  (Lembaran  Daerah Provinsi Jawa  Tengah
Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

Peratluran Dacrah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Dacrah Kota Surakarta tahun 2008 Nomaor 4);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta 2008 Nmor 6) sebagaimana lelah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14
tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Perangkal Dacrah Kota Surakarta (Lembaran
Dacrah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Dacrah Kola Surakarta Nomor 4 Tahun 2009
tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta
Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan  Dacrah  Kota Surakarta Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Dacrah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor
7

Peraturan [Dacrah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun
2010  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015
(Lembaran Daecrah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor
12);

Peraturan Dacrah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun
2011 tentang Lembaga Kemasyarakalan Kelurahan
(Lembaran Dacrah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor
9,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Kevangan Dacrah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentlang
Perubahan Kedua Atas Peraluran Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah;
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Peraturan Menter Dalam Negeri Nomaor 36 Tahun 2007
lentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten/Koeta kepada Lurah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan Kabupalen/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerinlah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
lentang  Pedoman  Penyusunan, Pengendaliun  dan
Fvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Dacrah Tahun

2013,

MEMUTUSKAN:

Menectapkan @ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK  TEKNIS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013,
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Pemerintah dacrah adalah Pemerintah Kota Surakaria,

Walikota adalah Walikola Surakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, vang sclanjutnya disingkalt DPRD
adalah DPRD Kota Surakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkal
BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Surakarta.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat schagai Perangkat Dacrah.
Kelurahan adalah Wilayvah Kerja Lurah scbagan Perangkat Daerah dalam
wilayah kerja Kecamatan,

Camat adalah Kepala Kecamatan,

Lurah adalah Kepala Kelurahan,

Satuan Kerja Perangkat Dacrah, vang sclanjutnva disingkat SKPD adalah
Sckretariat - Dacrah,  Sckretariat DPRD,  Badan, Dinas,  Kanlor,
kecamatan, dan kKoelurahan di lingkungan Pemerintah Kola vang
mempunyai lugas mengelola anggaran dan barang dacrah,

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakal Mandiri, yang sclanjutnya

disingkat PNPM  Mandin adalah  program nasional dalam  bentubk
kerangka kebijakan schagai dasar dan acuan pelaksanaan  program-
program  penanggulangan  Remiskinan  berbasis  pemberdayaan
masyarakat, vang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan
sistem  serta mekanisme  dan prosedur  program,  penvediaan
pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa
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dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan vang
berkelanjutan.

11. Lembaga Keswadayvaan Masyarakal, vang selanjuilnya disingkal LKM
adalah lembaga pimpinan kolektil masyarakat warga/penduduk suatu
kelurahan yang terdin dar tokoh masyarakat yang disepakali bersama
dan dapat mewakili masyarakal dalam berbagai kepentingan khususnya
terkail pelaksanaan PNPFM Mandiri.

12, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan vang selanjutnya disingkal LKK
adalah LPMK, TP PKK Kelurahan, RW, RT, Karang Taruna dan Lembaga
Kemasvarakalan lainnya.

13. Lembaga  Pemberdayvaan Masyvarakat Kelurahan, vyang selanjutnya
disebut LPMK adalah Lembaga atau wadah vang dibentuk atas prakarsa
masyarakat scbagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan
aspirasi serta kebutuhan masyarakat i bidang pembangunan.

14, Tim Penpgerak Pemberdavaan dan Kesejahteraan Keluarpga Kelurahan,
vang sclanjulnya  disingkat TP PKK  Kelurahan adalah lembaga
kemasyarakatan  scbagai mitra kerja pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan lainnva, vang berfungs) schagai [asilitator, perencana,
pelaksana, pengendali dan penggerak  pada masing masing  jenjang
pemerintahan untuk terlaksananyva program Phk.

5. Rukun Warga, vang sclanjutlnva disingkal RW adalah bagian darn wilayvah
kerja Lurah dan merupakan lembaga vang dibentuk melalui musyawarah
pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah,

16, Rukun Tetangga, yvang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga vang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam  rangka
pelayvanan  pemerintahan dan kemasyvarakatan yang ditetapkan oleh
Lurah,

17. Karang Taruna adalah  Lembapa  Kemasvarakatan yang  merupakan
wadah pengembangan generast muda vang tlumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan rasa tangegung jawab sosial dan, oleh dan
untuk masvarakal lerutama generasi muda di wilavah kelurahan atau
komunitas adat sederajal dan terutama bergerak di bidang usaha
kescjahtleraan sosial.

18, Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga vang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan Kebuluhan dan merupakan mitra Lurah
dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan,  pembangunan,  sosial
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, di luar LPMK, TP PKK
Kelurahan, RW, RT dan Karang Taruna.

19, Musvawarah perencanaan pembangunan yang selanjuinva disingkal
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan
dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

20. Fasilitasi  adalah  Tungsi  pendampingan  masyarokal dalam  proses
perencanann  partisipatif/ Musrenbang Kelurahan yang dilakukan oleh
LPMK dan pihak-pihak lain yvang memiliki kapasitas dan kemampuan
pendampingan,

21. Fasilitutor  Kelurahan  adalah  pihak vang melakukan  pendampingan
masyarakat atau tenaga  terlatih/berpengalaman  dalam  memlasilitas)
dan memandu  diskusi kelompok/konsultasi  publik  vang  memiliki
kualilikasi dan kompentesi teknis serla keterampilan dalam  pencrapan
berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang proscs perencanaan
partisipatil/ Musrenbang Kelurahan.

2. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui
peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses
Musrenbang.

b
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Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak  vang
berkepentingkan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau
tidak langsung mendapatkan manlaat atau dampak dari perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan dacrah, meliputi unsur masyarakat dan
kelompok-kelompok didalamnya,

komunitas sckloral adalah kumpulan orang vang mengikatkan dir atas

dasar kepentingan dan kegiatan vang scjenis dan atau sama, yvang
berbasis wilayvah administrasi kota.

Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional, vang selanjutnya disingkat
SPPN adalah satu kesaluan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIM], dan Rencana Kerja
Pembangunan (RKP) Pemerintah pusat dan pemerintah dacrah.

Rencana Pembangunan Jangka Mencngoh Dacrah, vang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2010-2015.

Rencana Kerja Pemerintah Daecrah, vang selanjutnya disingkal RKPD
adalah dokumen perencanaan dacrah untuk periode satu tahun dan
merupakan bagian dari SPPN.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, vang selanjutnya
disingkal Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
dari masing-masing Saluan Kerja Perangkal Dacrah Kota Surakarta
untuk periode 5 (ima) tahun vang merupakan penjabaran dari RPIM
Daerah sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD,
Rencana  Kerja Satuan Kerja Perangkal  Dacrah, yvang selanjutnyva
disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode satu tahun, mengacu pada Renstra SKPD.

Persinpan Pelaksanaan Musrenbang adalah seranpgkaian kegiatan yang
dilakukan scbelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang
kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota.

-IMskusi Kelompok Terbatas (focus group discussion), yang selanjuinva

disingkat DKT adalah musyawarah antara SKPD dengan komunilas
scktoral/ pihak - pthak vang terkait langsung dengan lungsi SKPD untuk
menyepakati Rancangan Awal Renja SKPD, kecuali Kecamatan dan
helurahan.

Musyawarah Lingkungan, yang sclanjuinva disingkat Musling adalah
forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di lingkat
kelurahan yang dilaksanakan sccara demokratis di tingkat RT dan atau
RW untuk menyepakati rencana kegialan pembangunan.

Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan, vang selanjutnya disingkat MLK
adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di
tingkat kelurahan yang dilaksanakan sccora demokratis oleh Lembaga
Kemasyarakalan Kelurahan, i luar RT dan RW, berdasurkan
unsur/jenisnya, untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan,
Musrenbang Kelurahan, yang selanjulnya disingkar Musrenbangkel
adalah  forum musyawarah perencanaan  pembangunan tahunan  di
tingkat  kelurahan  yang dilaksanakan  scearn  demokratis  antara
Pemangku  Kepentingan  Pembangunan untuk menyepakati  rencana
kegiatan  tahun  anggaran  berikutnya, yang dilaksanakan  sccara
demokratis berbasis masyarakat kelurahan.

Musrenbang Keecamatan, vang sclanjutnya disingkalt Musrenbangeam
adalah forum musvawarah perencanaan pembangunan tahunan  di
tingkat kecamatan yang dilaksanakan  secarn  demokratis  antara
Pemangku  Kepentingan  Pembangunan  untuk  menyusun  rumusan
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kegiatan pembangunan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas
kelurahan dalam wilayah kecamatan disinergikan dengan Rancangan
awal Renja SKPD.

Forum SKPD adalah Forum musyvawarah antara Pemangku Kepentingan
Pembangunan untuk membahas rumusan kegiatan pembangunan hasil
Musrenbangeam dan rumusan kegiatan komunitas scktoral/Pemangku
Kepentingan  Pembangunan  dalam  rangka menyepakati Daltar Skala
Prioritas Kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD.

Musrenbang Kota, yang selanjutnya disingkat Musrenbangkot adalah
forum musyawarah perencanaan  pembangunan  tahunan  vang
dilaksanakan seceara demokratis antara  Pemangku Kepentingan
Pembangunan dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD
Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, vang selanjutnya disingkat
APBD adalah APBD Kota Surakaria.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi, yvang sclanjutnya
disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Jawa Tengah,

Angearan Pendapatan dan Belanja Nasional, yang selanjulnya disingkal
APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja vang bersumber dari
Pemernntah Pusat.

Kerangka regulasi SKPD adalah rencana kegiatan melalul pengaturan
vang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkant lainnya
untuk mencapai tujuan pembangunan kota,

. Kerangka Anggaran SKPD adalah rencana kegiatan pengadaan barang

maupun jasa vang perlu dibiavai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kot untuk mencapai tujuan pembangunan kota,

Dana Pembangunan Kelurahan, yang selanjuinyva disingkatr DPK adalah
hibah Pemerintah dacrah vang bersumber dari Anggaran Pendapatlan
dan Belanja Dacrah Kowa Surakarta ditujukan kepada masyarakal
melalui Panitia Pembangunan Kelurahan untuk digunakan membiayal
kegiatan pembangunan kelurahan, sesuai prioritas yvang ditetapkan
dalam Musrenbangkel tahun sebelumnva, meliputi Biaya Pelaksanaan
Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.

Panitia Pembangunan Kelurahan, yvang sclanjutnya disingkat PPK adalah
panitia pengelola DPK di tingkat kelurahan yang dipilih pada Sidang
Musrenbangkel, meliputi Ketua, Sckretaris, Bendahara, dan Tim
Kegintan  Pembangunan, yvang ditetapkan dengan Sural  Keputusan
Bersama antara Lurah dan Ketua LPMK.

5. Bantuan  Langsung  Masyarakal  Program  Nasional Pemberdayaan

Masvarakat Mandiri, vang sclanjulnya disingkal BLM PNPM Mandiri
adalah dana stimulan keswadayaan vang diberikan kepada kelompok
masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh
masyarakal dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri.

Coorporate Social Responsibility, vang sclanjutnya disingkat CSR adalah
dana  yung  bersumber  dari dana sosial  perusahaan/organisdasi
masvarakal, diperuntukkan bagi masyarakat,

Rencana  Strategis Masyarakal, yang sclanjulnya disingkat Rensira
Masyarakal adalah dokumen perencanaan  pembangunan  jungka
menengah di tingkat Kelurahan, mengacu pada RPJM Dacrah, vang
pendanaannya  bersumber  dari dana  DPK/SKPD/BLM  PNPM
Mandiri/CSR/Swadaya Masyarakal.

Pagu indikatil pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan
vang bersumber dari anggaran  pemeriniah untuk  sceliap  urusan



pendanaannya  bersumber dari dana DPK/SKPD/BLM  PNPM
Mandiri/CSR/Swadaya Masyarakat.

48. Pagu indikalil pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan
yang bersumber dar anggaran pemerintah untuk setiap  urusan
pemerintahan daerah/ SKPD atas dasar perhitungan vang rasional dan
bersifat tidak kaku.

49, Daltar Skala Prioritas Kegiatan adalah Dallar Rancangan Kegiatan yvang
diurutkan menurut bobolt dan atau tlingkat kepentingannya sesuai
indikator vang disepakati bersama olch peserta musrenbang,

S0. Rumusan Kegiatan Pembangunan adalah  usulan  kegiatan  untuk
menangani permasalahan pembangunan vang akan diusulkan dalam
rancangan Renja SKPD.

51. Kegiatan unggulan adalah kegiatan berbasis  potensi  lokal yang
berkarakier khusus, berdampak positil  bagi  kegiatan  produktil
masyarakat dan atau memberikan penguatan pada pencitraan kota, vang
pelaksanaannya didukung dengan alokast biava pelaksanaan kegiatan
DPK secara rasional dan proporsional.

BAB 11
KEDUDUKAN DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD,
DAN MUSRENBANGRKOT

Bagian Kesatu
DKT

Pasal 2

DKT berkedudukan sebagai forum sinkronisasi aspirasi dan usulan
komunitas sektoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan dengan
rancangan awal Renja SKPD.

Bagian Kedua
Musrenbangkel

Pasal 3

Musrenbangkel  berkedudukan  sebagai  forum  tahunan  Pemangku
Kepentingan Pembangunan di tingkat kelurahan dalam penvusunan dan
penctapan  rumusan  kegialan  serta Daltar Skala  Prioritas  kegiatan
pembangunan vang scsuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan
Prioritas Pembangunan Daerah, scbagai rujukan bahan penyelenggaraan
Musrenbangecam dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Bapgian Ketiga
Musrenbangcam

Pasal 4

Musrenbangeam  berkedudukan  sebagai  forum  tahunan  Pemangku
Kepentingan Pembangunan di  tingkat kecamatan dalam penetapan
pengelompokan prioritas permasalahan dan Daftar Skala Prioritas yvang
sesuai  dengan RPJM  Dacrah  dan  disinkronkan  dengan  Prioritas
Pembangunan  Daerah, sebagm  rujukan  bahan  penyelenggaraan
Musrenbangkol dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya,
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Bagian Keempal
Forum SKPD

Pasal 5

Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum
sinkronisasi dan sinergitas antara rancangan Renja SKPD dengan prioritas
permasalahan dan kegialan pembangunan hasil Musrenbangecam serta
diikuti komunitas scktoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan.

Bagian Kelima
Musrenbangkaot

Pasal 6

Musrenbangkot berkedudukan sebagai forum musyvawarah Pemangku
Kepentingan Pembangunan di tingkat kota dalam rangka penyempurnaan
rancangan RKPD berdasarkan prioritas dan kebijukan pembangunan kota.

BAB 1l
TUJUAN DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD,
DAN MUSRENBANGKOT

Bagian Kesatu
DKT

Pasal 7

DKT bertujuan untuk memaduserasikan aspirasi dan usulan kelompok
scktoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan dengan rancangan
awal Renja SKPD.

Bagian Kedua
Musrenbangkel

Pasal 8

Musrenbangkel bertujuan untuk menyusun dan menctapkan Daftar Skala
Prioritas Kegiatan Pembangunan maupun kegiatan unggulan tahunan
tingkat kelurahan., Hasil Musrenbangkel akan dibiayai dengan alokasi
anggaran dalam DPK, BLM PNPM Mandin, swadaya dan atau CSR, serta
rumusan kegiatan pembangunan vang akan diajukan untuk dibahas pada
Musrenbangeam yang sesual dengan RPJM  Dacrah dan disinkronkan
dengan Priorilas Pembangunan Dacrah.

Bagian Ketiga
Musrenbangeam

Pusal 9

Musrenbangeam bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daltar Skala
Prioritas Pembangunan Lingkat Kecamatan berdasarkan hasil
Musrenbangkel yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan
Prioritas Pembangunan Daerah.
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Bagian Keempat
Forum SKPD

Pasal 10

Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daltar Skala
Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui proses sinkronisasi
prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT, dengan
memperhatikan RPJM  Daerah, Prioritas Pemerintah Awasan (Pusat dan
Provinsi Jawa Tengah), Evaluasi Kinerja SKPD tahun scbelumnya, Pokok-
Pokok Pikiran DPRD dan Pagu indikatl pendanaan masing-masing urusan
pemerintahan dacrah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD,

Bagian Kehima
Musrenbangkol

Pasal 11

Musrenbangkot bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD
vang memuat Prioritas dan garis besar kebijakan pembangunan dacrah,
merumuskan rancangan kebijakan pengalokasian DPK serta
menginformasikan usulan kegiatan untuk didanai dengan APBD Provinsi
Jawa Tengah dan APBN.

BAB IV
TAHAPAN MUSRENBANG

Bagian Kesatu
Persiapan Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 12

Persiapan  Pelaksanaan Musrenbang  dilakukan  sebelum  dijalankannya
seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan,

Bagian Kedua
Musrenbangkel

Pasal 13

Musrenbangkel terdiri atas Musling, MLK, Musrenbangkel dan  pasca
Musrenbangkel.

Bagian ketiga
Musrenbangeam

Pasal 14

Musrenbangeam terdiri atas Musrenbangecam dan pasca Musrenbangeam.
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Bagian Keempal
Forum SKPD

Pasal 15

Forum SKPD terdiri atas DKT Tingkat Kota, Persiapan Forum SKPD dan
Forum SKPD.

Bagian Kelima
Musrenbangkot

Pasal 16

Musrenbangkot lerdiri atas Persiapan Musrenbangkot, Musrenbangkot dan
Pasca Musrenbangkot.

BAB V
KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Kepanitiaan

Pasal 17

(1) DKT diselenggarakan oleh SKPD.

(2) Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot disclenpggarakan
oleh kepanitiaan di tingkatan masing-masing vang terdiri dari :
a. Panitia Pengarah (Steering Commitiee);
b. Panitia Pelaksana (Organizing Committee}.

(3) Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang
ditetapkan dengan Keputusan kepala BAPPEDA.

(4) Pembentukan panitia di masing-masing lingkatan dilaksanakan pada
lahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang,

Bagian Kedus
Penyelenggaraan

Pasal 18

Persiapan  Pelaksanaan  Musrenbang, Musrenbangkel, Musrenbangeam,
Forum SKPD, dan Musrenbangkot disclenggarakan pada masing - masing
tingkatan dengan berpedoman pada Peraturan Walikola ini.

BAB VI

PESERTA DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD,
DAN MUSRENBANGKOT

Bagian Kesatu
Peserta DKT

Pasal 19

(1) Peserta DKT adalah komunilas sckloral dan atau Pemangku Kepentingan
Pembangunan yang berkepentingan langsung dengan kegiatan SKPD.



(2) Keterlibatan peserta sebagaimana dimaksud pada avat (1) dalam DKT
dilakukan dengan cara mendaltar kepada dan atau diundang oleh SKPD.,

(3) Peserta DKT  memiliki hak  suara mengusulkan  dan menyepakati
rancangan awal Renja SKPD melalui pembahasan bersama.

Bagman Kedua
Peserta Musrenbangkel

Pasal 20

(1) Peserta Musrenbangkel meliputi perwakilan semua unsur masvarakal
yang berdomisili di kelurahan setempat,

(2) Keikulsertaan peserta scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan  carn mendaltar  kepada dan atau  diundang oleh  Panitia
Pelaksana,

(3) Tata cara pendafllaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh
Panitia Pelaksana.

(4) Peserta Musrenbangkel memiliki hak pengambilan keputusan dalam
Musrenbangkel melalui pembahasan vang disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Peserta Musrenbanpgeam

Pasal 21

(1] Peserta Musrenbangeam meliputi delegasi Musrenbangkel dan arganisas
kemasyarakatan maupun pengusaha yang operasional kegiatannya pada
lingkup kecamatan selempat, anggota DPRD yang berasal dar daerah
pemilihan selempat.

(2) Keikutsertaan peserta scebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara mendaltor kepada dan atau diundang  oleh  Panitia
Pelaksana,

(3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peseria ditetapkan oleh
Panitia Pelaksana.

(4] Peserta Musrenbangecam memiliki hak pengambilan keputusan dalam
Musrenbangeam melalul pembahasan yvang disepakati bersama.

Bagian Keempat
Peserta Forum SKPD

Pasal 22

(1] Peserta Forum SKPD terdiri dan SKPD, delegast Musrenbangeam,
perwakilan  komunitas  sckioral, dan  alau Pemangku  Kepenlingan
Pembangunan vang telah ditetapkan dalam DKT.

(2) Keikutsertaan peserta schagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia
Pelaksana.

(3) Tata cara pendaltaran dan undangan calon pescerta ditetapkan oleh
Panitia Pelaksana.

(4} Peserta Forum SKPD memiliki hak pengambilan keputusan dalam lorum
melalui pembahasan yang disepakati bersama,



Bagian Kelima
Peserta Musrenbangkot

Pasal 23

(1) Peserta Musrenbangkot adalah SKPD, delegasi dari Musrenbangcam,
delegasi DKT, delegasi dari Forum SKPD dan Pemangku Kepentingan
Pembangunan lainnya.

(2) Peserta  scbhagaimana  dimaksud  pada avat (1) dapat  mengikuli
Musrenbangkot berdasarkan undangan dari Panitia Pengarah.

(3) Tata cara mengundang peserta scbhagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Panitia Pengarah.

(4) Peserta Musrenbangkot memiliki hak pengambilan keputusan dalam
Musrenbangkot melalui pembahasan yvang disepakati bersama.

BAB VII
PEMBIAYAAN DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD,
DAN MUSRENBANGROT

Pasal 24

(1) DKT dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yvang dialokasikan pada
rekening Anggaran SKPD masing-masing.

(2) Musrenbangkel dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yang dialoknsikan
pada rekening Angegaran Kelurahan, Partisipasi Masyarakat, dan sumber
luin yang sah dan tidak mengikat,

(3) Musrenbangeam  dibiayai  melalui APBD  Kota  Surakarta  yang
dinlokasikan pada rckening  Anpgaran  Kecamatan, Paruisipasi
Masvarakal, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(1) Forum SKPD dan Musrenbangkol dibiavai melalui APBD Kaota Surakarta
vang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD BAPPEDA dan sumber
lin yvang sah dan tidak mengikat.,

BAB VI
PELAPORAN DAN INFORMASI

Pasal 25

(1) Lurah wajib melaporkan hasil Musrenbangkel kepada Walikota melalui
BAPPEDA dengan tembusan kepada Camal, sclambat-lambatnya 7
(tujuh) harn setelah pelaksanaan kegiatan.

(2) Camat wajib melaporkan hasil Musrenbangecam  kepada Walikola
Surakarta melalui BAPPEDA sclambat-lambatnyva 7 (tujuh) hari sctelah
pelaksanaan kegiatan,

(3} Kepala BAPPEDA  wajib  melaporkan  hasil Musrenbangkot  kepada
Walikota Surakarta selambat-lambatnya 14 (empatl belas) hari scielah
pelaksanaan kegiatan.

(4) Kepala BAPPEDA menginformasikan  RKPD  vang telah  diletipkan
Walikota kepada SKPD dan masyarakat melalui kelurahan selambat
lambatnyva 14 (empat belas) han kerna setelah diundangkan.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Petunjuk Teknis Persiapan Musrenbang, Musrenbangkel, Musrenbangeam,
Forum SKPD dan Musrenbangkot sebagaimana tercantum dalam Lampiran
peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dar
peraluran ini.

BADB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Pada saal Peraluran Walikota imi mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penvelenggaraan dan
Petunjuk Teknis Pelaksanann Musyawarah Perencanaan Pembangunan Koln
Surakarta Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scbap orang dapat mengeltahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah kota

Surakarta,

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal E._T Szptﬁmbﬂ" 2012

WALIKOTA SURAKARTA ﬂaﬂ#
&W
W WIDODO \

b

di Surakarta
A Okilober 2012

AERAH KOT 'SLI!iA KARTA

Diundang
Pada tan

SERKRETARI

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR ﬁg
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LAMPIRAN | : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR  :18-ATahun 2012
TANGOAL : 33 Sepamber 20|12
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2013

PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG

A. ORGANISAS] PENYELENGGARA
Organisasi penyelenggara Persiapan Pelaksanasan Musrenbang
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
bersama SKPD lain dan Pemangku Kepentingan Pembangunan
terkait,

B. KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG

l.
2.

Penetapan agenda pelaksanaan Musrenbang;

Sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,
kebijakan, dan leknis pelaksanaan kegiatan oleh BAPPEDA
untuk diundaklanjut oleh masyarakat;

Penyampaian Sural Edaran Kepala BAPPEDA kepada SKPD
dan Pemangku Kepentingan Pembangunan tentang persiapan
pelaksanaan Musrenbang, selambat-lambatnya minggu ke IV
bulan Oktober 2012,

Penyampaian Sural Edaran Lurah kepada RT/RW/Pemangku
Kepentingan Pembangunan Kelurahan tentang pelaksanaan
Musling dan MLK yang selambat-lambainya harus sudah
diselenggarakan pada minggu ke-l bulan Nopember 2012,

. Penyampaian Sural Edaran Kepala BAPPEDA kepada Lurah,

Camal dan LPMK tentang Prioritas Pembangunan serta arahan
kegintan tahun berikutnva, selambat-lambatnva minggu ke-1l
bulan Desember 2012,

Pembentukan Panitia Musrenbang (Panitia Pengarah dan

Panitia Pelaksana) pada masing-masing lingkatan sebelum

pelaksanaan tahapan Musrenbang, dengan ketentuan sebagai

beritkut ;

a, pembentukan  Panitia Musrenbangkel, dilasilitasi  oleh
Pemerintah Kelurahan, LPMK, dan Fasilitator Kelurahan,
serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

b. pembentukan Panitia Musrenbangeam, dilasilitasi oleh
Pemerintah Kecamatan dan dibantu oleh perwakilan LPMK
di wilayah kecamatan selempat dan ditetapkan dengan
keputusan Camal;

c. pembentukan Panitia  Musrenbangkot, diflasilitasi  oleh
BAPPEDA dibantu Pemangku Kepenungan Pembangunan
tingkat kota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Surakarta;



10.

11.

Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD oleh masing-
masing SKPD, mengacu pada Renstra SKP[;

Pengiriman  Rancangan Awal Renja SKPD  sebagaimana
dimaksud pada angka 6 (enam) kepada BAPPEDA, sebagai
bahan Musrenbangecam  sclambat-lambatnya  akhir  bulan
Januarn 2013;

Identifikasi  komunitas  scktoral dan  lembaga/organisasi
sesual jenis  keglalan  dan  spesifikasinya vang  memiliki
keterkaitan  langsung  dengan  kegiatan SKPD,  dilakukan
masing-masing SKPD kecuali Kecamatan dan Kelurahan,
selambat-lambatnya akhir bulan Desember 201 2,

Pengiriman  hasil  identilikasi  komunitas  sektoral  dan
lembaga /organisasi  sesual pengelompokan sebagaimana
dimaoksud pada angka 8 (delapan), dilakukan masing-masing
SKPD kepada BAPPEDA sclambat-lambatnva minggu  ke-l
bulan Januari 2013;

Penyampaian Surat Edaran Kepala SKPD kepada Pemangku
kepentingan  Pembangunannya oleh masing-masing SKPD
dengan tembusan Kepala BAPPEDA tentang pelaksanaan DRT
Internal  komunitas  sekloral  dan  lembaga/organisasi
selambat-lambatnyva akhir bulan Desember 2012,

. DKRT Internal komunitas scktoral dan lembaga/organisasi

menurul pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka
8 (delapan), untuk merumuskan dan menviapkan usulan
kegiatannya selambat-lambatnya mingeu ke-1l bulan Januari
2013;

. Komunilas sekioral mengirimkan dan atau

mengkoordinasikan hasil DRT sebagaimana dimaksud pada
angka 11 (scehelas) kepada SKPD pelaksana terkait, dengan
tembusan kepada BAPPEDA, sclambat-lambatnya minggu ke-
Il bulan Januari 2013,

C. KELUARAN/OUTPUT

1.

2.
3.
4

en

Jadwal Pelaksanaan Musrenbang pada sctiap tingkatan;
Panitia Musrenbang (SC/OC) pada setiap tingkatan;

Panitia Forum SKPD;

Rancangan awal Renja SKPD scbagai bahan Musrenbangeam
dan DKT Tingkat Kotu;

Usulan kegiatan komunitas scktloral dan lembaga/organisasi
hasil DKT internal sebagaimana tersebut dalam hurul B angka
Il {sebelas).




D, JADWAL PENYELENGGARAAN
Persiapan Musrenbang dilaksanakan sclambat-lambatnya pada

minggu ke-1l bulan Januan 2013

WALIKOTA SURAKAR' 1%« ¥
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LAMPIRAN Il : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR :\8-ATahun 2012
TANGGAL : 2% Saytembar 2013
TENTANG :
PEDOMAN  PENYELENGGARAAN
DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN  PEMBANGUNAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGKEL

ORGANISAS] PENYELENGGARA

Musrenbangkel diselenggarakan oleh  Paritia Ad  Hoc yang
ditetapkan dengan Keputusan Lurah, pada tahapan Persiapan
Pelaksanaan Musrenbang,

Panitia Musrenbangkel Lerdiri dari:

1. Panitia Pengarah (Steering Committee/ SC)

d.

Susunan Keanggolaan

Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dar unsur
LPMK, unsur tokoh masyarakat, unsur Pemerintah
Kelurahan  dan  Fasilitator  yang  telah  dilatih - oleh
BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar
30 % dan jumlah keanggotaan panitia,

b. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah

Panitia Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk:

1) mengikuti pelaksanaan agenda persiapan Musrenbang
yvang diselengearakan oleh Pemerintah Kota,

2) menyusun dan menetapkan jadwal, agenda, rancangan
tata tertib, dan tempat Musrenbangkel;

3] mengarahkan proses Musrenbangkel agar
pelaksanaannya berjplan lancar dan dapat mencapai
sasaran denpan  berpedoman pada  ketentuan yvang
berlaku;

4) memimpin Persiapan Musrenbangkel 1I;

5) memimpin Sidang Pleno Musrenbangkel; dan

6) menyerahkan  hasil Musrenbangkel kepada  Panitia
Pelaksana.

2. Panitia Pelaksana (Organizing Committee/ OC)

d.

b.

Susunan Keanggolaan

Susunan keanggotaan Panitia  Pelaksana terdiri dari

anggota masyarakat selmin yang telah duduk di Panitia

Pengarah (Steering Committee). Diupayakan keterwakilan

perempuan scbesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

panilia.

Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk:

1) melaksanakan proses Musrenbangkel sesual dengan
arahan Panitia Pengarah;
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2) mengumumkan secara lerbuka jadwal, agenda dan
tempal Musrenbangkel paling lambat 4 (empat) hari
sebelum kegiatan Musrenbangkel dilaksanakan;

3) menerima pendaltaran dan atau mengundang pescria
Musrenbangkel.

3. NARASUMBER

s

Unsur Narasumber

Narasumber terdiri dari: Lurah (selaku kepala wilayah dan

kepaln SKPD), Unsur LPMK, Camal dan aparat kecamaltan,

Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabal Instansi vang ada

i Kelurahan, LKM, dan LSM.

Tugas Narasumber:

a. menyampaikan dan memberikan  informasi yang  perlu
diketahui  peserta sebagai bahan  dalam  proses
pengambilan keputusan Musrenbangkel, meliputi potensi
kelurahan, analisa prioritas permasalahan dan evaluasi
pembangunan kelurahan tahun sebelumnya;

b, Lurah sclain menyampaikan  hal  yvang  sebagaimana
dimaksud  pada  hurul &, juga  menvampaikan
program/kegiatan  prioritas  dari Rancangan  Renja
Kelurahan  (khususnva  kegiatan Urusan  Pemerintahan
Dacrah).

C. FASILITASI

L.

Pelaksana fungsi fasilitasi adalah Fasilitator vang telah dilatih
olech BAPPEDA dan dibantu pithak - pihak lain vang
ditetapkan oleh Lurah,

Tupas Fasihtator:

a, membantu  Panitia Pengarah  Musrenbangkel  dalam
mengarahkan proses musrenbangkel;

b. memfasilitasi  dan memberikan  asistenst kepada
masyarakal dan peserta sidang dalam proses pelaksanuan
Musrenbangkel;

¢. membantu kompilasi hasil cksplorasi kebutuhan dasar di
tingkat RW dan melaporkannya kepada BAPPEDA;

d. melakukan monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan
musyawarah di tingkat RW;

¢, melakukan  evaluasi terhadap proses  pelaksanoan
Musrenbangkel dan melaporkannva kepada BAPPEDA;

[. Menginformasikan hasil Musrenbangkel kepada
masyarakat, jika diperlukan.
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D. PENDAMPINGAN

Pendampingan  untuk  tahapan  pelaksanaan  Musrenbang

dilakukan olch Pemerintah Kot Surakarta, dengan kegiotan

antara lain:

1. memberikan asistensi terkait proses Musrenbang;

2. memberikan  penjelasan  hal hal vang diperlukan 1erkait
Prioritas Pembangunan Daerah;

3. melakukan monitoring dan cvaluasi lerhadap pelaksanaan
Musrenbang.

5. PESERTA
. Pescria Persiapan Musrenbangkel
Peserta Persiapan Musrenbangkel terdin dari unsur:
a. Pemenntah Kelurahan;

Panitia;

LPMIK;

LKM;

Perwakilan Pengurus RT/RW;

Tokoh Masyvarakat;

Tokoh Agama;

Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan tingkat kelurahan

(pemuda, perempuan, anak, dan lainnya);

. Pelaku usaha.

2. Pescrla Musrenbangkel

Peserta musrenbangkel terdiri dari unsur:

a. Pemernntah Kelurahan:

b. LPMK;

¢. Pengurus RT dan RW [utusan yvang mewakili unsur ini
dibekali sural tugas serta borita acara hasil musyvawarah
perencanaan pembangunan selempat);

d. TP PKK;

¢, karang Taruna;

. LKM;

g. Tokoh Masvarankatl/agama,

h. Wakil Organisasi Sosial/ Kesenian/ Olahraga/
kerohanmian/  Pemuda/ Perempuan  dan Organisasi
Kemasvarakatan lainnya di Tingkal Kelurahan;

1. Wakil Pengurus Forum Anak Kelurahan;
j-  Pelaku usaha.

3. Keterwakilan unsur perempunn diupavakan sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari jumlah peserta.

8.0 o
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F. DELEGASI MUSRENBANGKEL
I. Delegasi Musrenbangkel ke Musrenbangeam, dipilih dalam
Musrenbangkel dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno



schanyak-banyvaknva 7 (tujubh)  orang,  (diupayakan
keterwakilan perempuan scbesar 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah delegasi), terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan Sidang Pleno (SC),
b. Perwakilan Sidang Komisi;
c. Ketua Tim Penyempurna Rumusan.
2. Tugas Delegasi Musrenbangkel:
a. mewakili Kelurahan dalam Musrenbangeam;
b. mengikuti Musrenbangeam;
¢. menyampaikan Prioritas Kegiatan Pembangunan
Kelurahan pada forum Musrenbangeam,

(. MEKANISME MUSRENBANGKEL
l. Musyawarah Lingkungan
4. Musvawarah RT

1) Musyawarah RT dipimpin olch Ketua RT.

2] Dalam Musyvawarah RT dilakukan kegialan scbagai
berikut:

a) mengidentifikasi dan mencatat permasalahan tingkat
RT beserta cara pemecahan masalahnya;

b) penggalian swadaya masyvarakatl;

¢) membuat dallar hadir pescrta,

3) Musvawarah RT dilaksanakan pada pertemuan warga
tingkat RT, seclambat - lambatnya akhir bulan
Nopember 2012,

1) Keluaran (outpud) dari Musyvawarah RT adalah :

a) Daltar Permasalahan Tingkat RT (Form 1);

b) Berita Acara Musyawarah RT yvang ditanda tangani
oleh Ketua Musyawarah dan perwakilan peserta
musyawarnh RT sebanvak 2 (dua) orang dengan
diketahui Ketua RT.

b. Musyawarah RW

1] Musyawarah RW dipimpin olch Ketua RW,

2) Dalam Musvawarnh RW dilakukan kegiatan scbagai
berikut:

a) Membahas hasil identifikasi permasalahan lingkat
RT;

b) Melakukan cksplorasi  kebutuhan dasar, vyang
meliputi © Pendidikan (PAUD), Keschatan (PHBS),
Pemukiman  dan  Sanitasi, Ekonomi  Masyarakat,
Infrastruktur  (Jalan/Saluran), serta  Kebudayaan
dan Kescnian:

¢) Merumuskan Daftar Skala Prioritas Tingkat RW
schanyak -banyaknya 6 (enam) usulan;

d) membuat daftar hadir peserta.
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3) Musyawarah RW dilaksanakan pada pertemuan warga
tingkat RW, sclambat - lambainya akhir bulan
Desember 2012,

4) Keluaran (output) dari Musyawarah RW adalah :
¢) Dafllar Skala Prioritas Tingkat RW (Form Il);

d) Berita Acara Musvawarah RW yang ditanda tangani
oleh Ketua Musyawarah dan  perwakilan  peserta
musyvawarah RW sebanyak 2 (dua) orang dengan
diketahui Ketua RW.

2. Musyawarah Lembaga Kemasvuarakatan (MLK)

a.

b.

g

Musyawarah  Lembaga Kemasyarakatan di lingkat
Kelurahan dipimpin oleh Ketua Kelompok Masyarakat,
MLK dilaksanakan oleh LPMK, TP PKK, Karang Taruna dan
Lembaga Kemasyarakatan Lainnva di tingkat kelurahan,
antara lain Forum Anak Kelurahan, Kelompok Keagamaan,
Paguyuban Kuliner.

Dalam Musyawarah Lembapa Kemasyvarakatan dilakukan

kegiatan sebagai benkut :

1) mengidentifikasi prioritas  permasalahan dan  potensi
pemecahan masalahnya;

2) perumusan  Daltar  Skala  Prioritas  Pemangku
kepentingan Pembangunan SCSLAl kebutuhan
utamanya;

3) membualt daltar hadir peserta.

. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan pada

Pertemuan  Rutin Kelompok [/ lembaga, selambat -

lambatnya Minggu kedua bulan Desember 2012,

Keluaran (outpnat) dar Musyawarah Lembaga

Kemasvarakatan adalah

1) Daftar Skala Prioritas  Pemangku  Kepentingan
Pembangunan (Form 1),

2) Berita Acara Musyawarnh Lembpga Kemasyarakatan di
tingkat  kelurahan  ditanda  tangani  oleh  Ketua
Musyvawarah dan perwakilan peserta musyawarah
scbanyak 2 (dua) orang dengan diketahui Ketua
Kelompok [/ Lembaga,

3. Persiapan Musrenbangkel |

a.

b.

Persiapan Musrenbangkel | dipimpin oleh Lurah bersama

LPMK.

Dalam Persiapan Musrenbangkel | dilakukan kegiatan

sebagal berikul :

1} Membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana
Musrenbangkel;

2) Membag) tugas panitia Musrenbangkel;

3) menyusun anggaran Musrenbangkel;
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4) menctapkan Jjadwal, agenda, dan tempal
Musrenbangkel.

Persiapan  Musrenbangkel | dilaksanakan selambat -

lambatnya minggu ke-l bulan Januar 2013;

. Panitia Pelaksana mengumpulkan Dafltar Skala Prioritas

Tingkat RW dan Pemangku Kepenlingan Pembangunan
(kelompok masyarakat) seclambat- lambatnya 1 (satu)
minggu setelah kepanitiaan terbentuk;

Keluaran (outpul) dari Persinpan Musrenbangkel | adalah
Kepanitiaan, jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel.

Persiapan Musrenbangkel 11

£l

I3,

Persiapan  Musrenbangkel [1 dipimpin  oleh Panitia

Pelaksana.

Dalam Persiapan Musrenbangkel 1 dilakukan kegialan

sebagai berikut:

1] menyusun/merevisi konsep lala tertib Musrenbangkel,

2) menvampaikan hasil Evaluasi pelaksanaan
pembangunan  DPK  tahun  sebelumnyva  beserta
rekomendasinya secara tertulis oleh Tim Monitoring
dan Evaluasi;,

3) menyampaikan  hasil  Evaluasi  pelaksanaan  tahun
scbelumnya dan tahun berkenaan serta perencanaan
tahun beritkutnva program PNPM Mandiri olch LKM;

4) mengkompilasi  hasil Musyawarah  Lingkungan  dan
Musyawarah Lembaga Kemasyvarakatan serta
merumuskan sumber pendanaannya;

a) penvusunan Priornitas Musrenbangkel, terdiri dari:

a) Rumusan Kegiatan pembangunan untuk diusulkan
ke Musrenbangeam dan akan dilaksanakan oleh
SKPD termasuk Kelurahan;

b} Prioritas Kegiatan pembangunan kelurahan yang
akan didanai oleh:

(1) Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau
swadayva masyarakat,

2) BLM PNPM  Mandiri  didukung  swadaya
masvarakat;

(3) CSR/Sumber dana lainnya selain  dana
schagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2).

6) mengumumkan jadwal Musrenbangkel 4 (empat) hari
schelum pelaksanaan;

7) membuka pendaltaran dan atau mengundang calon
peserta Musrenbangkel.

Keluaran (output) dari Persinpan Musrenbangkel [ adalah

Bahan Musrenbangkel (Isian rencana kegiatan pada @ Form



IV A, Form IVB, Form IVC dan Form IV D), termasuk
didalamnya rancangan kegiatan unggulan Kelurahan,
5. Musrenbangkel

a. Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana,

b. Penvelenggaraan Musrengbangkel diupayakan
dilaksanakan pada  waklu  dan tempalt yiang
memungkinkan semua  pescria  dapal  terlibat  secara
optimal,

c. Persidangan dalam Musrenbangkel meliputi: Sidang Pleno
dan Sidang Komisi,

I} Sidang Pleno |

Dalam sidang pleno | dilakukan kegiatan:

a) Peneltapan  Panilia Pengarah  sebagal  Pimpinan

Sidang Pleno;
Dalam hal lorum Musrenbangkel berkehendak atau
scpakal untuk memilih pimpinan  sidang  secara
langsung dari peserta, maka hal tersebut harus
disctujui oleh sckurang-kurangnya S0% (lima puluh
persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yung
hadir.

b) Penvampaian tata tertib oleh Pimpinan Sidang Pleno;

¢) Lurah memaparkan materi scbagai berikut:
(1) analisa permasalahan dan potensi kelurahan;
(2) Penetapan sasaran pembangunan tahunan
Kelurahan;
{(3) priontas pembangunan dan Rancangan kegiatan
unggulan Kelurahan,
(4) Rancangan Renja Kelurahan (khususnya
Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).
d) Pembentukan Panitia Pembangunan Kelurahan Tahun
2014
¢) Penetapan Tata Cara penyeleksian rumusan Kegiatan
pembangunan dan DSP kegiatan,
[} Pembagian  sidang  komisi menurul  pengelompokan
urusan pemerintahan dacrah atau pengelompokan SKPD,
2) Sidang Komisi

Dalam sidang komisi dilakukan kegialan, penyusunin,

validasi, dan rekapitulasi @

1) DSP kegiatan yang akan didanai dengan alokasi
anggaran dalam Dana Pembangunan Kelurahan
(DPK), BLM PNPM Mandiri, swadaya masyarakal
scria sumber dana lainnya/CSR.

2) Rumusan kegiatan pembangunan vang akan
diusulkan pada Musrenbangeam untuk ditangani
SKPD (termasuk Kelurahan).
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Sidang Pleno Il

Dalam sidang pleno Il dilakukan kegiatan:

a) paparan hasil sidang komisi;

b) tanggapan;

¢} penetapan kegiatan unggulan kelurahan,

d) pengesahan hasil Sidang Pleno I;

¢) pembentukan Tim Penyempurna Rumusan;

f) penentuan delegast ke Musrenbangeam sebanyak-
banyaknya 7 (tujuh) orang, yang lerdiri dari unsur:
(1) Pimpinan Sidang Pleno;

(2) Perwakilan Sidang Komisi;
(3) Ketua Tim Penvempurna Rumusan,

g) penctapan dan  pengesahan  perubahan  kegiatan
yang bersilat khusus untuk pengalihan alokas) DPK
Tahun Anggaran 2013 [(mekanisme diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Walikola tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan DPK Tahun Anggaran 2013);

h) penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbangkel,
diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Kelua
Sidang komisi;

i) penverahan hasil Musrenbangkel kepada  Panitia
Pengarah  untuk  diteruskan  kepada  Panitia
Pelaksana.

d. Pimpinan Sidang

1)

2

Pimpinan sidang terdiri dari Pimpinan Sidang Pleno dan

Pimpinan Sidang Komisi.

Pimpinan Sidang Pleno

Pimpinan Sidang pleno adalah  Panita  Pengarah,

kecuali [orum  berkehendak/sepakat untuk memilih

pimpinan  sidang  sccara  langsung  dari pescria

Musrenbangkel.

Pimpinan Sidang Pleno terdin dani:

a) Ketua;

b) Sekretaris;

c) Anggota.

Tugas pimpinan sidang pleno :

a) memimpin sidang pleno;

b) mengesahkan tata tertib;

¢ memimpin pemilihan pimpinan sidang komisi;

d) mengesahkan hasil kepulusan sidang;

¢) menverahkan hasil Musrenbangkel kepada panina
Pelaksana;

) menctapkan delegasi Musrenbangkel untuk
mengikuli Musrenbangeam,

#) menctapkan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan,
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h) menclapkan Panitia Pembangunan Kelurahan tahun
berikutnya vyang disahkan berdasarkan Sural
Keputusan Kelurahan dan LPMK;

i) menyusun Berita Acara hasil Musrenbangkel vang
minimal memuatl daflar prioritas kegiatan yang
disepakati dan daftar nama delegasi vang terpilih;

J) mengesahkan Berita Acara Musrenbangkel.

Pimpinan Sidang Komisi

Pimpinan Sidang Komisi terdirt dari;

a) Ketua,

b) Sekretaris;

) Anggola.

Tugas pimpinan sidang komisi:

a) memimpin sidang komisi;

b} memlasilitasi perumusan dan validasi dalam rangka
penyusunan D8P dan FLHTIUSAN kegintan
pembangunan,

¢) menctapkan hasil sidang komisi.

¢. Keluaran (output | dari Musrenbangkel adalah:

g

2)

3)
4)

5)

)

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan vang

berisi:

a) Rumusan Keglatan pembangunan untuk diusulkan
ke Musrenbangeam dan akan dilaksanakan oleh
SKPD (Form IVA);

b) Rancangan Renja kKelurahan (Form IVB);

¢) DSP kegiatan Pembangunan skala kelurahan yoang
akan didanai oleh alokasi Dana Pembangunan
Kelurahan (DPK) (Form IVC) Termasuk di dalamnya
kegintan ungeulan Kelurahan;

dj DSP kegiatan Pembangunan skala kelurahan yang
akan didanai olch alokasi BLM PNPM Mandiri (Form
VD),

¢) Prioritas keginlan pembangunan kelurahan vang
akan diusulkan untuk didana dengan sumber dana
lainnya [ CSR selain dana sebagaimana dimaksud
pada angka 1, 2, 3, dan 4 (Form IV E).

Susunan Keanggotaan Panitia Pembangunan Kelurahan

Tahun 2014,

Daltar delegasi untuk mengikuti Musrenbangeam,

Susunan Keanggotaan Tim Penyempurna Rumusan

kKegiatan;

Jika ada, perubahan kegiotan yang bersilat khusus

untuk pengaliban alokasi DPK Tahun Anggaran 2013

Berita Acara Musrenbangkel.
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H. PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN (PPK)
Panitia Pembangunan Kelurahan yang akan mengelola kegiatan
DPK tahun 2014 ditetapkan dalam sidang pleno | Musrenbangkel,
terdini dari Ketua, Sckretaris Bendahara, Seksi Perencana
Kegiatan Pembangunan, Scksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan,
dan Seksi Monitoring Dan  Evaluasi Kegiatan  Pembangunian
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua
a. tugas utama Ketua adalah menernima  pencairan  dan
bertanggungjawab alus penggunaan DPK serla

melaporkannya kepada Lurah dengan tembusan kepada
Camal dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
b, merupakan unsur LPMK atau masyarakat.
2. Sckretaris
da. tugas utama sekretlaris adalah melaksanakan
penatausahaan administrast untuk mendukung kelancaran
kegiatan DPK;
b. merupakan unsur masyarakatl atau Pemerintah Kelurahan.
3. Bendahara
A, tugas ulama Bendahara adalah melaksanakan
penatausahaan dan bukiti sah pendukung
pertangpungjawaban keuangan DPK;
b. merupakan unsur masyarakal.
4. Seksi Perencana Kegialan Pembangunan
a. tugas utama  Seksi Perencana  Kegiatan  Pembangunan
adalah  merencanakan  kegiatan  pembangunan husil
Musrenbangkel tahun 2013 vang akan dibiayvai dan
dilaksanakan dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)
dan atau swadayva masyarakal tahun 2014;
b. anggota Scksi Perencana Kegiatan Pembangunan terdiri dar
UNSUE:
1) LPMK;
2) Masyarakat,
3) Pemenntah Kelurahan;
¢, keterwakilan  unsur  perempuan  dalam  tim diupayvakan
sebesar 30% (liga puluh persen).
Scksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan
a. tugas Scksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan antara lain:
3) melaksanakan kegiatan pembangunan hiusil
Musrenbangkel tahun 2013 vang dibiayai dengan DPK
2014 berdasarkan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh
Scksi Perencana Kepiatan Pembangunan,
4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan
kepada Lurah,

:.'.'_.FI
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b. angeota Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan terdin dar
unsur:

1) masyarakat,;

2) pemangku Kepentingan Pembangunan Kelurahan.

¢. keterwakilan unsur perempuan dalam tim  diupayakan
schesar 30% (tiga puluh persen).
6. Seksi Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
f. tugas Scksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
antara lain:

1) menerima dan menyimpan hasil Musrenbangkel Tahun
2013 sebagai salah satu bahan Monitoring dan Evaluasi
DPK Tahun 2014,

2) melakukan monitoring dan  evaluasi  kegintan  sejak
Perencanaan hingga pelaksanaan DPK Tahun 2014 hasil
Musrenbangkel Tahun 2013;

3) mengawasi pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel
Tahun 2013 yang akan dibiayai  dengan  Dana
Pembangunan Kelurahan (DPK) Tahun 2014, vung
rencana  kegiatannya ditetapkan oleh Tim  Perencana
Kegiatan Pembangunan;

4) menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan hasil
Musrenbangkel Tahun 2013 yang akan dibiaval dengan
Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Tahun 2014,

5) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Lurah,

b. anggola Seksi  Monitorning dan  Evaluasi  Kegiatan

Pembangunan terdiri dari unsur:

1) LPMK;

2) Masyarakal vang telah dilatith Monitoring dan Evaluasi
DPK olch BAPPEDA;

3) Masyarakal vang faham dan memiliki pengalaman dan
komptensi dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan;

4] Pemerintah Kelurahan.,

¢, Keterwakilan unsur perempuan  dalam  tim diupayoakan
sebesar 30% (tiga puluh persen).
7. Personal yang ditelapkan dalam PPK tidak diperkenankan
meranpgkap jabatan di dalam strukiur kepanitinan tersebut.

TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN
. Tim Penvempurna Rumusan Kegiatan ditetapkan dalam sidang
pleno Il Musrenbangkel.
2. Tugas utama Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan adalah:
4. menyvempurnakan rumusan kegiatan pembangunan  hasil
Musrenbangkel dan  DSP meliputi  editing bahasa,
sinkronisasi kegiatan dan penvempurnaan tata naskah.



b.

A0

menginmkan  hasil Musrenbangkel ke Kecamatan dan
BAPPEDA.

3. Anggota Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan terdiri dari
Unsur :

H
b.
c.
d.

2.

[.

£.

Pimpinan Sidang Pleno;

Pimpinan Sidang Komisi;

LPMK;

Pemerintah Kelurahan:

Fasilitator;

Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan,
LKM.

4. Tugas Tim Penvempurna Rumusan Kegiatan dijalankan pada
tahapan Pasca Musrenbangkel.

J. KEGIATAN PASCA MUSRENBANGCAM :

.

Penvempurnaan  Rumusan  kegialan  Pembangunan  hasil
Musrenbangkel,

Mengirimkan hasil Musrenbangkel kepada Kecamatan dengan
tembusan kepada BAPPEDA,

K. JADWAL PENYELENGGARAAN
Musrenbangkel dilaksanakan selambat-lambalnya pada minggu
ke-111 bulan Januari 2013,

WALIKOTA SURAKARTA, Pﬂ -#
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LAMPIRAN Il : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR :\&ATahun 2012
TANGGAL : 23 sc?tm'b@' 20\
TENTANG :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGCAM

A. ORGANISAS] PENYELENGGARA
Musrenbangecam diselengparakan oleh  Panttia Ad Hoe vang
ditetapkan oleh Camat, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan
Musrenbang.
Panilia Musrenbangcam lerdin dari:
1. Panitia Pengarah (Steering Committee/ SC)

il,

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdin darl unsur
LPMK, unsur Pemerintah Kecamatan dan Fasilitator yang
telah  dilatih oleh  BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan
perempuan scbesar 30% (tiga puluh persen) dan jumlah
panitia.

b. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah

Panitia Pengarah mempunyai tugas dan [ungsi untuk:

1) menyusun jadwal agenda dan tempat Musrenbangeam,

2] mengarahkan Proses Musrenbangecam agar
pelaksanaannya berjalan lancar dan dapal mencapai
sasaran dengan berpedoman pada ketentuan vyang
berlaku;

3) memimpin  Persiapan Musrenbangeam 11 dan Sidang
Pleno Musrenbangeam,

4) merangkum berita acara hasil Musrenbangecam yang
sekurang - kurangnya memual:

a) rumusan kegiatan pembangunan vang disepakati,
b) daflar delegasi yang akan mengikuti Forum SKPD dan
Musrenbangkot.

5) menyvampaikan informasi hasil Musrenbangecam kepada
anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yvang
bersangkutan;

6) membantu  delegasi  kecamatan dalam  menjalankan
tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbangkot,

2. Panitia Pelaksana (Organizing Committee/ OC)
a. Susunan Keanggolaan

Susunan keanggotaan Panitia  Pelaksana terdini  darni
angeola masyarakat sclain yang telah duduk di Tim
Pengarah (Steering Committee). Diupayakan keterwakilan
perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
anggota panitia,
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b. Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana:

) Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan [ungsi uniuk
melaksanakan Musrenbangecam sesuai dengan arahan
Panitia Pengarah;

2) mengumumkan secara terbuka: jadwal, agenda dan
tempat Musrenbangecam, paling lambat 4 (empat] har
sebelum kegiatan Musrenbangeam dilaksanakan;

3) menerima pendaftaran dan atau mengundang peseria
Musrenbangcam;

4) memimpin pelaksanaan Persiapan Musrenbangeam |

3. NARASUMBER
. Unsur Narasumber

Narasumber terdiri dari: Camal, Kepala Kepolisian Seklor,

Komandan Rayon Militer, LSM, LKM, para ahli/profesional

yang dibutuhkan, BAPPEDA, perwakilan SKPD kota, kepala

cnbang SKPD di wilayah kecamatan, dan anggota DPRD yang
berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan,
2. Tugas Narasumber:

a., menvampaikan dan memberikan informasi vang perlu
diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan
keputusan hasil Musrenbangecam;

bh. Camat menyampaikan program/kegiatan prioritas Renja
Kecamatan (Khususnya Kegiatan Urusan  Pemerintahan
Daerah).

C. PENDAMPINGAN
|. Pendampingan dilakukan olch Pemerintah Kola Surakarta,
2. Tugas pendamping antara lain:
a. memberikan penjelasan hal-hal yang diperlukan  terkan
pelaksanaan  Musrenbang dan  Prioritas  Pembangunan
Daerah;
b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Musrenbang,

D. PESERTA
1. Peserla Persiapan Musrenbangeam, Lerdiri dari unsur:

#. Pemerintah Kecamatlan,

b, Pemerintoh Kelurahan;

c. BAPPLEDA;

d. LPMK;
Perwakilan Organisasi/Komunitas di tingkat Kecamatan,
Tokoh Masyvarakat;
g. Tokoh Agama;
h. Tokoh Perempuan,

0
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Organisasi Pemuda;
Fasilitator Kelurahan;
Forum LKM kKecamatan.

2. Peserta Musrenbangeam, terdiri dari unsur:

k.

. SKPD Pemerintah Kota Surakarta;

Pejabat strukiural Kecamaltan;

Kelurahan;

LPMEK;

TP PKK Kecamatan:

karang Taruna Kecamatan;

Forum Komunikasi Antar LKM kecamatan,

. Delegasi Kelurahan hasil Musrenbangkel,

Wakil  Organisasi Sosial / Kesenian [/ Olahraga /[
Kerohanian/Pemuda / Perempuan dan Organisasi
Kemasvarakatan lainnya Tingkat Kecamatan,

Wakil Pengurus Forum Anak kecamatan;

Fasilitator Kelurahan;

Pengusaha Tingkat Kecamatan,

d. Keterwakilan perempuan diupavakan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dar jumlah peserta.

5, DELEGASI MUSRIENBANGCAM
1. Delegasi Musrenbangeam dipilih dalam Musrenbangeam dan
disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyvaknya 11
[sebelas) orang, diupayakan keterwakilan perempuan schesar
30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.
2. Tugas Delegasi Musrenbangeam:

b.

d.

mewakili kecamatan di Forum SKPD dan Musrenbangkot;
memperjuangkan FLImuUSsan kegiatan (prioritas)
Musrenbangeam dalam forum SKPD;

. mengambil inisiatil untuk membahas perkembangan usulan

kecamatan dengan delegasi dari kelurahan dan kelompok
masyarakat di lingkat kecamatan,

mendiskusikan  hasil  Musrenbangeam  dengan  anggota
DPRD dar daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan,

. MEKANISME MUSRENBANGCAM
I. Persiapan Musrenbangcam, terdiri dan:

H.

Persiapan Musrenbangeam |,

dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana dan Camat, dengan
kepiatan sebagai berikut ¢

1] pembagian tugas panitia Musrenbangeam;

2) pengumpulan data/maten dari hasil Musrenbangkel;

J) penetapan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangeam;
4) penvusunan rancangan tata tertib Musrenbangeam,
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3) inventansasi permasalahan tingkat kecamaltan.

Persiapan Musrenbangeam 11,

dipimpin oleh Panitia Pengarah, dengan kegiatan scbagal
berikut ;

) penyusunan rekapitulasi dan kompilasi hasil

2)

Musrenbangkel vang dikelompokkan menurut urusan
pemerintah  dacrah untuk  disinkronkan  dengan
Rancangan Awal Renja SKPD;

paparan prioritas, kebijakan dan strategi pembangunan
tahun berikutnya oleh BAPPEDA;

penyampaian  Rancangan  Awal  Renja SKPD tahun
berikutnya (dalam bentuk program, khususnya kegiatin
Urusan  Pemerintahan  Dacrah) yang telah  disctujui
Kepala  SKPD, 3 (tiga) hari scbelum  pelaksanaan
Musrenbangeam oleh BAPPEDA.

Keluaran (out put) Persiapan Musrenbangeam adalah Materi

Musrenbangeam (Form VA, VB dan VI).

2. Musrenbangeam
Musrenbangeam disclenggarakan olch Panitia Pelaksana dan
pelaksanaannya diupayakan pada wakiu dan tempat yang
memungkinkan semua peserta dapat terlibat secara optimal.

Dalam Musrenbangeam dilakukan kegiatan sebagai berikut:
malteri Musrenbangeam disampaikan kepada peserta paling
lambat 3 {uea) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangeam,
persidangan Musrenbangeam terdiri dari Sidang Pleno dan
Sidang Komisi.

i,

h.

Sidang Pleno |
Dalam sidang pleno dilakukan kegiatan sebagai berikul:
a) penctapan Panitia Pengarah schagan Pimpinan Sidang
Pleno;
Dalam hal forum Musrenbangeam berkehendok/
scpakat  untuk  memilih - pimpinan  sidang  secara
langsung dari peserta, maka hal tersebul harus
disetujui oleh sekurang kurangnyva 50% (lima pulub
persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang
hacr;
b) penyampaian tata tertib oleh Pimpinan Sidang Pleno,
¢) paparan Camat, meliputi:
(1) Prioritas permasalahan tingkal kecamatan,
(2) Kegiatan unggulan masing-masing kelurahan;
(3) Rancangan Awal Renja Kecamalan (Khususnya
kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah),
d) pembagian sidang komisi terdiri dari 4 [empat) bidang,
sebagai berikut:
(1} Bidang Pemerintahan Umum,
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(2) Bidang Ekonomi;
(3) Bidang Sosial Budaya;
(1) Bidang Infrastruktur.

¢) pengelompokan  SKPD  disesuaikan  sebagaimana

dimaksud pada hurufl d) di atas,
2) Sidang Komisi

Dalam sidang kormisi dilakukan kegiatan sebagai berikul:

a) pemilihan Pimpinan Sidang Komisi;

b) sinkronisasi dan validasi program/kegiatan yang telah
dikompilasi pada Persiapan Musrenbangeam |l dengan
Prioritas, kebijakan dan strategi pembangunan kola
tahun berikutnya;

c¢) menvusun Dafltar Skala Priorilas Permasalahan
tingkat kecamatan;

d) menyvusun Rumusan Kegiatan Pembangunan sesuai
urusan pemerintah dacrah berdasarkan kriteria dan
prioritas yang telah disepakati;

¢) merckomendasikan Usulun Linias Bidang;

[} perumusan hasil sidang komisi;

g) penetapan hasil sidang komisi.

3) Sidang Pleno 1l

Dalam sidang pleno [ dilakukan kegiatan:

a) paparan hasil sidang komisi;

b) tanggapan;

¢) pengesahan hasil sidang pleno 11;

d) pembentukan Tim Penyempurna Rumusan;

¢) penentuan delegasi ke Forum SKPD  dan
Musrenbangkot sebanyak-banvaknyva 11 (sebelas)
orang, lerdirn dan unsur:

(1) Panitia Pengarah;

(2} Panitia Pelaksana;

(3) Pimpinan Sidang Pleno Musrenbangeam,
(1) Perwakilan Sidang Komisi;

(5) Tim Penyempurna Rumusan.

) penandatanganan Berita Acara hasil-hasil
Musrenbangeam diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno
dan Ketua Sidang Komisi,

gl penverahan hasil Musrenbangeam kepada  Panitia
Pengarah untuk diteruskan kepada Panitia Pelaksana.

¢. Pimpinan Sidang
1] Pimpinan sidang terdivl darn Pimpinan Sidang Pleno dan
Pimpinan Sidang Komisi.
2) Pimpinan Sidang Pleno
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Pimpinan Sidang pleno adalah Panitia Pengarah, kecuali
forum berkehendak/sepakal untuk memilih pimpinan
sidang seccara langsung dari peserta Musrenbangeam.
Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari:

a) Ketua;

h) Seckretans;

¢) Anggota.

Tugas pimpinan sidang pleno:

a) memimpin sidang pleno;

b) mengesahkan tata terub;

¢) mengesahkan hasil keputusan sidang;

d) menetapkan Tim Penyempurna Rumusan;

¢] menetapkan Delegasi Musrenbangcecam untuk
mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangkot;

) menyerahkan hasil Musrenbangecam kepada panitia
Musrenbangcam;

g menyusun Berite Acara hasil Musrenbangecam yang
memuat Daltar Prioritas kegiatan yang disepakati dan
daltar nama delegasi vang terpilih;

h) mengesahkan Berita Acara Musrenbangecam;

i) menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbangcam
kepada Camat,

§) menyampaikan hasil Musrenbangeam kepada anggota
DPRD  dari wilayah  pemilihan  kecamatan  yang
bersangkulan, scbagal referensi pembahasan Panitia
Anggaran DPR[D.

3) Pimpinan Sidang Komisi, terdiri dari:

a] Ketua;

b) Sekrelaris;

¢) Anggota.

Tugas pimpinan sidang komisi:

a) mermimpin sidang komisi;

b) memiasilitasi perumusan dan validasi dalam rangka
penyusunan Rumusan Kegiatan Pembangunan;

¢) menetapkan hasil sidang komisi.

Keluaran (owipuf) Musrenbangeam adalah:

1) prioritas Permasalahan tingkat kecamatan tiap Bidang;

2) rumusan  Kegiatan  Pembangunan  menurul  urusan
pemerintahan daerah yang telah disinkronkan dengan

Prioritas, Kebijakan dan strategi pembangunan  kota

tahun berikutnya (Iform VI,

3) rekapitulisasi  kegiatan  pembangunan Kelurahan  di
wilayah kecamatan yang akan diusulkan untuk didanai
dengan CSR/sumber dana lainnya (Form V BJ;
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4) dafltar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum
SKPD dan Musrenbangkot;
5) Berita Acara Musrenbangcam.

KEGIATAN PASCA MUSRENBANGCAM

|. Penyempurnaan Rumusan Kegialan Pembangunan hasil
Musrenbangcam;

2. Mengirimkan hasil Musrenbangecam kepada BAPPEDA.

JADWAL PENYELENGGARAAN

Musrenbangecam dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu
ke-111 bulan Pebruari 2013,
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LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR :|BATahun 2012
TANGGAL: 33 Seplamber 2012
TENTANG :
PEDOMAN  PENYELENGGARAAN
DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN  PEMBANGUNAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD

A. ORGANISASI PENYELENGGARA
Panitia Penyelenggara  Forum SKPD ditetapkan oleh Sekrelaris
Dacrah, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.

I

ha

Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara, meliputi:
a. Unsur pimpinan SKPD Pemerintah Kota Surakarta,
b. BAPPEDA Kota Surakaria.

. Tugas Panitia:

a. merckapiiulasi hasil Musrenbangeam dan DKT  Tingkat
Kota;

b. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan,
dan lempat penyelengegaraan Forum  SKPD  selambal-
lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan;

¢, membuka pendaltaran dan atau mengundang calon peserta
Forum SKPD:

d. mempersiapkan bahan/matert dan peralatan serta notulen
untuk Forum SKPLR:

e. bersama SKPD menyvusun hasil pemutakhiran rancangan
Renja SKPD berdasarkan hasil Musrenbangeam, DRT
Tingkat Kota dan Forum SKPD;

[, merangkum Berita Acara Forum SKPD yang sckurang-
kurangnya memuat:

1) prioritas kegiatan yang disepakati;
2) daltar delegasi yang akan mengikuti Musrenbangkot.

2. memimpin Sidang Pleno;

h. menyampaikan tata tertib persidangan kepada peserta;

i. melaporkan kepada Kepala BAPPEDA hasil pemutakhiran
rancangan  Renja  SKPD  (khususnya  kegiatan  Urusan
Pemerintahan Daerah).

B. NARASUMBER

Narasumber

Narasumber terdiri dari: Kepala SKPD, pejabal BAPPEDA,
Unsur Badan Anggaran DPRD dan Unsur komisi yang terkail
dengan masing-masing SKPD, Instansi Vertikal, LSM yang
memiliki - bidang  kerja sesuai dengan fungsi SKPD,
ahli/profesional  baik  dari kalangan  praktisi  maupun
akademisi.
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2. Tugas Narasumber:

menvampaikan dan  memberikan  informasi  yang  perlu
dikelahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil
Forum SKPD;

3. Tugas SKPD:

a. menvelenggarakan DKT Tingkat Kota sesuai  dengan
pengelompokan  komunitas  sektoral  dan  lembaga |/
organisasi terkait;

b, mengikuli Forum SKPD sampai selesai,

¢. menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD tahun
sebelumnya  serta  usulan  dan  perubahan  kebijakan
Pemerintahan Kota vang belum terealisasi mengacu haosil
musrenbang tahun sebelumnya;

d. menjelaskan  program/kegiatan  prioritas  scsuai bidang
urusan vang menjadi kewenangannya.

C. PESERTA
Peserta pada tahapan Forum SKPD sebagai berikut:

l.

ha

3.

DKT Tingkat Kota, terdiri dari unsur:

a. SKPD, kecuali Kelurahan dan Kecamatan;

b, Komunitas sckioral dan lembaga/organisasi organisasi yang
memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD.

. Persiapan Forum SKPD, terdin darn unsur:

a. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

b. Pejabal BAPPEDA.

Forum SKPD, terdiri dari unsur :

a. DPRD (Pimpinan dan Komisi);

b, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;

c. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

d. Delegasi Musrenbangeam;

¢. Komunitas sektoral dan lembaga [/ organisasi  vang
merupakan delegasi DKT Internal;

(. Perwakilan Fasilitator Kecamatan,

g, Forum Anak tingkat kecamatan;

h, Pelaku usaha.

D. DELEGASI FORUM SKPD KE MUSRENBANGKOT

ke

Delegasi Forum SKPD yang akan mengikuti Musrenbangkot

dipilih  dalam Forum SKPD' dan disahkan oleh  Kepala

BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30%

(tiga puluh persen) dari jJumlah delegasi.

Tugas Delegasi Forum SKPD;

a. merumuskan  Daltar Skala  Prioritas  dan Rekomendasi
Kerangka Regulasi SKPD Hasil Forum SKPD;
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b. memaparkan Hasil Forum SKPD scbagaimana dimaksud
hurufl a pada Sidang Musrenbangkot;

c. mendiskusikan Berita Acara hasil Forum SKPD dengan
komisi DPRD yang terkait,

E, MEKANISME FORUM SKPD

1

Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan
Daftar Skala Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD
melalui  proses  sinkronisasi  prioritas  pembangunan  hasil
Musrenbangeam dan hasil DKT, dengan memperhatikan RPJM
Daerah, Prioritas Pemerintah Atasan (Pusat dan Provinsi Jawa
Tengah), Evaluasi Kinerja SKPD tahun sebelumnva, Pokok-
Pokok Pikiran DPRD dan Pagu indikatil pendanaan masing.
masing urusan pemerintahan daerah vang akan dituangkan
dalam rancangan RKPD

2, DKT Tingkat Kola

a. Sctiap SKPD di tingkat Kota wajib melakukan DKT Tingkat
kKaota,

b. DKT Tingkat Kota, dipimpin oleh Kepala SKPD masing-
masing, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) penyampaian hasil DKT Internal komunitas sektoral dan
lembaga /organisasi;

2) mengidentifikasi realisasi usulan hasil Musrenbangeam
dan hasil DKT Tahun 2012 pada APBD Tahun Anggaran
2013;

3) paparan Rancangan Renja SKPD;

4) verilikasi dan sinkronisasi Rancangan Renja SKPD dan

Usulan DKT Internal komunitas  sektoral  dan

lembaga forganisasi;

3) menciapkan Delegast ke Forum SKPD, meliputi ¢

a) Perwakilan  komunitas  sekloral  scjenis  vakni
komunitas Becak, Pasar, PKL, Parkir, Buruh, Difabel

scbanvak - banyaknya 3 (liga) orang, dengan
ketentuan | (satu) orang mewakili 1 (satu) bidung
usulan.

b) Perwakilan stakeholders lainnya selain komunitas
tersebut pada hurul a masing - masing 2 {dua) orang
untuk sctiap DKT Tingkat Kota.

c. Keluaran (Output) :
1) Rumusan Usulan Hasil DKT Tingkat kota;
2) Rancangan Renja SKPD yang telah memuat Hasil DKT
Tingkat Kota;
3) Daltar hasil Musrenbangeam dan DKT Tahun 2012 vang
tidak terealisasi dengan alasannya;
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4) Materi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3
dikirimkan ke BAPPEDA seclambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD,

5) Delegasi DKT Tingkat Kota ke Forum SKPD dan
Musrenbangkol.

Jadwal DKT

DKT dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu kel

bulan Pebruarn 2013.

3. Persiapan Forum SKPD

i,

b.

c.

Persiapan Forum SKPD, dipimpin oleh Kepala BAPPEDA,

dengan kegiatan sebagai berikut:

1) penclapan tata cara penyelenggaraan  Forum  SKPD,
meliputi @ jadwal, tlempal, peserta, agenda pembahasan,
dan keluaran Forum SKPD vang akan dibahas dalam
Musrenbangkot;

2) merekapitulasi realisasi usulan hasil Musrenbangeam
dan hasil DKT Tahun 2012 pada APBD Tahun Anggaran
2013;

3) mengidentiikasi dan merckapitulasi rumusan kegiatan
pembangunan hasil Musrenbangeam dan hasil DKT;

4) mengumpulkan dan menyusun Rancangan Renja SKPD
(khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah) di
hngkungan Pemerintah Kola Surakarta yang dipilah
menurut sumber dananya.

Keluaran (output):

1) Rekapitulasi Rumusan Usulan Hasil DKT Tingkat Kota
(Form 111);

2) Rekapitulasi Rumusan Kegiatan Hasil Musrenbangeam
(Form VII);

3) Rancangan Renja (Form VIII);

4) Rekapitulasi daltar hasil Musrenbangeam dan DKT
Tahun 2012 vang tidak terealisasi dengan alasannya
sebagai bahan musrenbangkot.

Jadwal Persiapan Forum SKPD

Persiapan Forum SKPD dilaksanakan selambat-lambatnya

pada minggu ke-1l bulan Pebruari 2013,

4. Forum SKPD
Dalam Forum SKPD dilakukan kegiatan:

.

Persidangan:
1) Sidang Pleno |
Dalam sidang pleno dilakukan kegiatan sebagai berikut,
a) paparan prioritas  kegialan provinsi  oleh  pejabal
BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah,
b) penvampaman Pokok - Pokok pikiran DPRD untuk
RKPD;
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¢) penvampaian tata tertib persidangan;

d) penjelasan leknis dan Pembagian Peserta dalam
sidang komisi,

2) Sidang Komisi

Dalam sidang komisi, yang diawali pembahasan dalam

sidang sub komisi, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a) paparan SKPD yang meliputi :

(1) evaluasi pelaksanaan kegialan  pembangunan
lahun sebelumnya serta usulan dan perubahan
kebijukan  Pemerintahan  Kota  yang  belum
tercalisasi mengacu  hasil musrenbang  tahun
scbelumnya;

(2) analisa  permasalaban, kebijakan dan  stroteg
pembangunan lahun berikutnya,

(3) Rancangan Renja SKPD yang telah mengakomodir
Hasil Musrenbangeam dan DKT Tingkat Kota.

b) verifikasi dan  sinkronisasi rumusan kegialan
pembangunan hasil Musrenbangeam, hasil DKT, dan
pelaku  usaha, wuntuk memastukan  Daltar  Skala
Prioritas kegiatan yvang lercantum dalam Rancangan
Renja SKPD (khususnva kegiatan Urusan
Pemerintahan Daerah);

¢) sinkronisasi kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan
Pokok - Pokok Pikiran DPRD dalam Rancangan Renja
SKPD (khususnva kegiatan Urusan  Pemerintahan
Daerahl;

d) menvusun rekomendasi untuk  kerangka regulasi
SKPD;

¢} perumusan hasil sidang komisi,

[} penetapan hasil sidang komisi.

3) Sidang Pleno 1l

Dalam sidang Pleno [l dilakukan kegiatan scbagai

berikut:

i) paparan hasil sidang Komisi;

b) tanggapan,

¢) pengesahan hasil sidang;

d) penelapan juru bicara sebanvak 2 (dua) orang uniuk
setiap Bidang sebagai delegasi Forum SKPD;

¢) penandatanganan Berita Acara hasil Forum SKPD
diwakili oleh Perwakilan DPRD, SKPD dan delegasi
Forum SKPD.

b. Pimpinan Sidang Pleno
1) Pimpinan sidang adalah Seckrelaris Dacrah didampingi
kepala BAPPEDA.
2) Tugas pimpinan sidang pleno:
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a) memimpin sidang pleno;
b) mengesahkan hasil keputusan sidang;
¢) menetapkan Delegasi ke Musrenbangkot;
d) mengesahkan Berita Acara Forum SKPD;
¢} menyerahkan hasil Forum SKPD kepada panitia
Forum SKPD.
¢. Pimpinan Sidang Komisi

1) Pimpinan sidang Komisi adalah Kepala SKPD terkait,
Kepala Bidang di BAPPEDA, dan perwakilan Pemangku
Kepentingan,

2) Pimpinan Sidang Komisi terdin dari:

a] Ketuas;

b) Seckretaris;

¢] Anggola.

3) Tugas pimpinan sidang komisi:

a) memimpin sidang komisi;

b) memilasilitas) perumusan DSP;

¢} menetapkan hasil sidang komisi;

d] menyusun  Berita  Acara Penyelenggaraan  Forum
SKPD,

d. Hasil keluaran (outpur) dari Forum SKPD adalah:

1) DSP kegiatan yvang disusun dalam rancangan Renja
SKPD vang telah memuat Hasil DKT Tingkat Kota dan
hasil Musrenbangeam, berdasarkan  bidang  urusan
kewenangan pemenntahan daerah dan menurut sumber
pendanaannya, batk dalam kerangka anggaran maupun
kerangka regulasi (Form Vil dan Form Vi),

2) Benta Acara Forum SKPD,

3) Delegasi ke Musrenbangkot.

F. JADWAL FORUM SKPD
Forum SKPD dilaksanakan selambat lambatnva pada minggu ke-|
bulan Maret 20143.
WALIKOTA SURAKARTA S
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LAMPIRAN V - PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR - |B-ATahun 2012
TANGGAL : 33 sqh-ba- a0\
TENTANG -
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

PETUNJURK TERNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGROT

A. ORGANISASI PENYELENGGARA
Musrenbangkot diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc vyang
ditetapkan olch Pemerintah  Kota Surakarta, pada tahapan
Persiapan Pelaksanaan Musrenbang,
Panitia Musrenbangkot terdin dari:
|. Panitia Pengarah (Steering Committee/ SC)
a. Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dart unsur

Pemerintah Kota dan Pemangku Kepentingan Pembangunan

Pembangunan Tingkat Kota. Diupayvakan keterwakilan

perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

anggola panitia.
b. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah

Tim Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk:

1} menyusun jadual dan agenda Musrenbangkot,

2] menyusun rancangan tata tertib Musrenbangkot;

3) merancang tahapan kegiatan yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan Musrenbangkot;

4) menentukan mekanisme Musrenbangkol;

5) membagi tugas Panitia Musrenbangkot;

6) mengumumkan  secara terbuka  jadwal, agenda
pembahasan, dan tempat penyelenggaraan
Musrenbangkot sclambat-lambatnva 4  (empat) hari
sebelum pelaksanaan;

7) mengundang calon peserta Musrenbangkot;

8) memimpin Sidang Pleno Musrenbangkot;

9) mengarahkan proscs Musrenbangkot agar
pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai
sasaran.

2. Pamta Pelaksana (Organizing Committee/ OC)

a. Keanggotaan
Keanggotaan Panitia Pelaksana (OC) terdirt dari unsur
Pemerintah Kota Surakarta,

b, Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana
Panitia  Pelaksana  mempunyal  tugas dan  fungsi
melaksanakan  Musrenbangkot  sesual dengan  arahan
Panitia Pengarah.
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. NARASUMBER

|. Unsur Narasumber
Narasumber terdiri dari: SKPD Kola, LSM yang bekerja dalam
skala kota, Korkot PNPM, perguruan tinggi, perwakilan
BAPPEDA Provinsi, Instansi Vertikal, Tim penyusun RKPD, Tim
Anggaran  Pemerintah  Daerah  maupun  Pimpinan Badan
Anggaran DPRD.

2. Tugas Narasumber:
menyampaikan  dan memberikan  informasi vang  perlu
diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil
Musrenbangkot.

> PESERTA

1. Peserta Persiapan Musrenbangkol
Peserta Persiapan Musrenbangkol terdiri dar unsur:
i, Pemerinltah Kota;
b. Tokoh masyarakal;
¢. Pemangku Kepentingan Pembangunan Tingkatl Kota.
Peserta Musrenbangkol terdiri dari:
Peserta, terdiri dan unsur
a. Delegasi Musrenbangcam;
bh. Delegasi DKT;
¢. Delegasi Forum SKPD;
d. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota,
¢, Pemangku Kepentingan Pembangunan lainnya, seperti :
1] LSM;
2)  Perguruan Tinggi;
3) Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda;
4) Komunitas Sektoral,
5) Pelaku Usaha;,
6) Tokoh Agama;
7] Budayawan;
8)  Tokoh Masyarakat,
4)  Organisasi Profesi;
10) Organisasi Perempuan,
11) DPRD;
12) Perwakilan Partai Politik;
13) LPMK;
14) TP PKK Kota;
15) Karang Taruna Kota;
16) Forum Komunikasi Antar LKM kota;
17) Perwakilan Fasilitator Kecamaltan,
18) Forum Anak tingkal Kota.
3. Proporsi keterwakilan Perempuan diupayakan scbesar 30%
(tiga puluh persen) dari jJumlah Pescrta.

ha
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D. MEKANISME MUSRENBANGKOT
|. Persiapan Musrenbangkot

d.

b.

Dalam Persiapan Musrenbangkol dilakukan kegiatan:

1} mengumpulkan dan mengkompilasi hasil pemutakhiran
Rancangan Renja SKPD;

2) pembagian tugas Panitin Musrenbangkot,

3) penentuan mekanisme [/ detail teknik Musrenbangkot;

4) perancangan lahapan kegiatan vang dibutuhkan untuk
penyvelenggaraan Musrenbangkot;

5) penyusunan rancangan lata tertib Musrenbangkot;

f) merumuskan susunan acara Musrenbangkot,

7) perumusan prioritas permasalahan, kebijakan umum
dan strategi pembangunan keota tahun bermkulnya oleh
BAPPEDA.

Keluaran (owtpu!) dari Persiapan Musrenbangkot adalah

Rancangan tata lertib Musrenbangkol serta priorilas umum

hasil forum  SKPD  dan isu  sirategis/ kebijakan

pembangunan kota.

2. Musrenbangkot
Musrenbangkot disclenggarakan oleh Panitia Pelaksana dan
pelaksananannya diupayakan pada waktu dan tempal yang
memungkinkan semua peserta dapat terhibat secara optimal.

Pelaksanaan Musrenbangkot melipuli:

i,

Pembukaan

1} laporan Kepala BAPPEDA,

2) sambutan Kelua DPRD;

3) sambutan Walikota Surakarta dilanjutkan pembukaan.

Sidang Pleno

Sidang pleno dipimpin oleh  Panitia Pengarah, dengan

kegiatan sebagai berikut:

I} penyampaian  susunan  acara  sidang  pleno  oleh
pimpinan sidang;

2] penyampaian dan pengesahan Tata Tertiby

3) paparan prioritas dan kebijakan pembangunan uniuk
RKPD Kota Surakarta olch Kepala BAPPEDA Kota
Surakarta;

4] Paparan kebijakan keuangan  bescerta  pagu  indikaul
Urusan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya oleh
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Ascl Kota Surakarta;

5)  Paparan umum hasil Forum SKPD per bidang oleh Juru
Bicara Forum SKPD;

6) paparan kebijakan DPK tahun berikutnya oleh Asisten
Pemerintahan Scekda Kola Surakaria;
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7) langgapan [orum dalam rangka kompilasi dan
penyempurnaan prioritas, kebijakan RKPD dan hasil
Forum SKPD serta perumusan isu strategis kola;

8) pengesahan hasil sidang;

9) pembentukan Tim Perumus, dalam rangka
menyempurnakan Rancangan awal RKPD,

10) penandatanganan Berita Acara Musrenbangkot oleh
Ketua Sidang Pleno, perwakilan per bidang dari Forum
SKPD, perwakilan pemerintah kota dan Perwakilan
DPRD Kota Surakarta,

11) penyerahan hasil Musrenbangkot kepada Panilia
Pelaksana,

Pimpinan Sidang

1) Pimpinan sidang dilaksanakan oleh Panitia Pengarah.

2) Pimpinan Sidang Pleno
Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari:

a) Kerua;

b} Sckretaris;

¢) Anggotn,

3) Tugas pimpinan sidang pleno:

a) memimpin sidang pleno;

b) menyampaikan dan  mengesahkan  twata tertib
persidangan;

¢) mengesahkan hasil keputusan sidang;

d) menctapkan Tim Perumus;

) menverahkan hasil Musrenbangkot kepada
Pemerintah Kota.

. Keluaran (output) Musrenbangkol adalah:

) kompilasi dan penyempurnann prioritas pembangunan
dacrah berdasar urusan pemerintahan daerah serta 1su
strategis kota dan pemilahan Prioritas kegialan menurut
sumber pendanaannyva (APBD Kola, APBD Provinsi dan
APBN]),

2) rancangan program/kegiatan RKPD;

3) rancangan kebijakan alokasi DPK tahun berikutnya.

Dokumen keluaran Musrenbangkot, oleh Pemerintah Kota

disampaikan kepada:

1) DPRD Kota;

2) SKPD;

3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

4} LPMK se-Kota Surakarta,

5) Delegasi DKT,

[. Informasi keluaran Musrenbangkot disampaikan kepada
masyarakat melalui Kelurahan dan LPMK.
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3. PASCA MUSRENBANGKOT
Kegiatan Pasca Musrenbangkot meliputi:
a.  penyempurnaan rumusan hasil Musrenbangkot;
b. menginformasikan hasil Musrenbangkol.

E. JADWAL PELAKSANAAN
Musrenbangkot dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu
ke-11 bulan Maret.

WALIKOTA SURAKARTA, 4 of
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LAMPIRAN V1 : PERATURAN WALIKOTA SURARARTA

NOMOR :18ATahun 2012

TANGGAL : a:, sqhubu- a0\a

BAGAN MEKANISME PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG

Sermalscw Nrirniuas prrstuten prrusdesg Uodangan. arfanan, dan rhous priskaecass oopalan owrt HAFPFEDA
untuk dundakianun cirh maswarsion:

rrvwepesn Swal Edaran hepaia AAPPEDA kepada SATD dan Prmanghs hrprolngen Pembangenan wmang
prrvuapan prisksansan Musrrmbang. sclsmbet lambatove ounggu keI oben Okiober 2012,

Penvampasn Sural Edaran Lurah kepads BT /RW Temunghn  hepentmgen Prmbengunan Reluraban  rentang
pelaksanann Mushing dae MLK yang selsmbat Loabalnye hious sudnh doselengparskan pada minggu ke-l baglan
Nopember JO12,

Peavampaian Sure! Edicag Kepals HBAPPYA kepads Lujah, Camar dan | FVA ieniang Priorites Pembangunan srmis
arahan kepatan lahien beridinya. siexhet beslsiovs saughe ke-11 bulan |t 2012

Membwrtesan Paciis Musenbang [Panru Progeak dae Nastas Priskuns) ety Sy Sanod usgiinen stebus
W b v Tatlagiar Mo g

Mrovusunen Rawangan Awal W SKFD orh cascg mukeg A9 mrrge o pale Benstza ST

rrproran Raxasgan Awal Hrmpa SAPD srlegauments dmaked pacs angha O roam) bepmada HAPY A, wrbaga
tuntian Mesees barge aum warmbe lembainye aihe bulan Jaruen 2013,

lbrmrliinss komuntas seatoral dun rmbege organmas s pems wfguotan dan speulieaomye ey el
Wetrrkaitan langwing dengsn keguitin SKPD. dilakukan tasimp missing SKI'T Recuadl Kecamston dan keluraan
welwmbug luspbatova akhur buken Desember 201 2;

Proggrunan has!  dentifikam  mmunitas sektornl dan rmbags /organiss scsum  progriompoken  webagamans
dineboand pada anghia & idrlapen), dilakuho masng masmg SaPD rpada BAMENA srlamibut banbatny e mangla ke |
bulen Jasuess 2013,

Mrovanpests Saia Fdaran arpala SEPD krpada MNemangsy brprotsgen Mvmbangunanms ars masng masng S0
arngan trmbosks Kepals HAMY 1IN esteng priscwnsss WT Intermal homuregs weesnrel den erduge o patssds
b lamberoya sl Sulen [ ewsber 202

1T intrrnal komunitas seitorsl dan embags organ e mwneTu! proprlonipolian shagermenes demekaa] pada
angka B prigpan). dntuk merumuskon dan Renviaghar usilsn kepatanny @ slambal-lambatnye mrnggu ke [ bulae
Januyan M1,

homunitas swehiogal menginrikan dan elaw menghoordmaskan hesal DRT whagamans drmakosad peads sngha 11
(wrtwlany kepada SKPD priaksans terhan, dengan wmbusen kepada DAPPEDA selambsst-Lembainye misggea ke 11
bulan Jasuan 2010

F

1. Jadwal Pelaksanaan
Musrenbang pada sctiap
tingkatan;

2. Panitia Musrenbang (SC/0C)

pada setuap tingkatan;

3. Panitia Forum SKPD,

4. Rancangan awal Renja SKPD
scbagai bahan Musrenbangcam
dan DKT Tingkat Kota;

5. Usulan kegiatan komunitas
sekioral dan
lembaga /organisasi hasil DKT

\ internal.
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LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR BN uhun 2012

TANGGAL : 37 Septenber 2012

BAGAN MEKANISME MUSRENBANGKEL

MUSYAWARAH LINGEUNGAN MUSYAWARAH LEMBAGA
1 P  MUSYAWARAH RT P ——— I Iwﬂl._.“,::,nnl
mrrrsdentifiec dan memeatal permasyiatan tmgha! T weweria cara pemerahan Dafinr primantahan dan potrtw
HiaaLaneva Prrmasalan prmerabest masalahnva
4 proggalem seedevi masyarakat. an Tingks 2 prrumusan Daftar Sicala
1 membust dafter hedic peserta RT iFocm §i Pracsnitis Preoangiou
hrepentipas Pembangunan
MUSYAWARAH RW ST VLAY eE .
I, Membahas has identifikan permasalahan unghst KT, ol Tm Anfne
4 Mrelakukan eksplorns kebutuhun dasar, vang mebpun @ Peodebikoas (PAUD), w_ ) I =
hesehatan (PHBS), Memuboman dies Sancas, Evonomm Mewwraka!, Infastrukiur m”ﬁ! - -‘D...-
binlan fSaluran), serta Kebobayaan dan Resonion. Tingkal RW
A Mrruwsnusiown Daftar Skals Procites Tighat HW sebanyvak -banvalana 6 leoamn| OUTPUT
ueibam; e Laftar Skala Pyortas Pemangku :rup'uwn f]ﬂm' PR ST
s s antenbsisghr
I mwmbus dafise hadie neserin Kepentmgan (Komm 1) m:'npmpr'.ﬁl..u.ﬂ. Bowl Evaluns pelaksarsom
= preoliangunan DK tahun  sebiclumma
bewerta rekomiendasinya secara tertubs obeh
OUTPUT - Ton Momtormg dan Evaltas,
MUSRENBANGKEL T ‘ Menyempadan haw) Evaluss pelakosnross
SIDANG PLENO 1 SIDANG KOMIS! Musenbangel T AN S SN S
1 rmertapuen Panstes Dengarah wrimges Prosssen 1. Peovusunan valsw dan seloguiules (Ferzz VA, VB et p;lﬁ Mandir ::E‘“ o
J Frovmpeian Tata Terob. ISP kegiatan SKP) Kelursher. GLM VC dmn VTN Meagions nasl ML T AT
1 Paparen Repala helurahan, i PAIM Mandi, wwwdeve Dy et [a——
i Frembrmivkes Peotis MNembenpenen selusaban, seria sumbes dana Lon (OSSR . -
5 Prrectamea tala Cala pemyciciouan preritas: ! 4 Rummusas kegoran pembesngunen vacg <: :mn\wummnnm ":'ﬂ-l. i
G Prebagan wdang oo aban dicsulean ke Musrrnbssgs s Penvuseaan Pratas Museenbangir!
Mrogumumken jadwal Musrenbangeri 3
r — N frmipat | e webslum pelaksanaan.
SIDANG FLENO 1 T Membeien produftaran dan atau
OUTPUT: | Paparan heal sedeng komisi: wengundang calon peserts Museentimghkel
1. Rursusan Kegatan Prmibwngunan [Form [V 1 Tanggapan
Al 3. Peretnpan cegalan vnigolun kelurahan;
2. Rerga ShPD Kelurahan |[Ferm IVH: b Peogrsahan hasl Sidang Preno |
I DSP Regiatan DS sera kegatnn unggulaon 5 Pembrntukan Tim Peovempuran Rumusan
(Form IVC), | 6 Pepemiunn Delegam ke Musrenbangeam; f PASCA
4. DSP Keguatan PNIE Munehim (Form IV Dy, 7. penetapan dan pengesadian perubahan Keguitan MUSRENBANGKEL : ,
5. Dufun kegintan untuk sumber dita lainnva varg berwiat khusus unituk pengalinan alolkas I Penyempurnasn romussn WALIK A SU RAK&RTA, #
(Fagm TV E) DS Tabun Angguesn 2013 Rumunan hegiatan —
b Dafas .?\*L"E'Ili ke Mustenbungenn B Penmadetesganes: DA Hasdl Musrrnbumgios. Pembamguran A DSP
|7 Tin rmyempurns Rumusan U Prove:ahi hosd Musenbangke] kepeeda Pamita 4 Proyprae | lasd é
B Panmtia Wembsnpunes helurmhan Fropoal: antul diterusian loepacds Pasitsa Muntenbangke! ke \
Pugie s ABNARE LR Btalrassons hromnatan & Bappeda



LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR :\8-ATahun 2012
TANGGAL : & Geptember 3012

HAGJ\N MEKANISME MUSRENBANGCAM
MUSRENBANGCAM
| SIDANG PLENO 1 SIDANG KOMISI
hnhpl Musrenbangeam 1 Penclapan  Panitia  Pengarah  sebagai . Pemilihan Pimpinan Sidang Komsi;
Pembagan rugas panitia Mussenbanpgoam: pimpinan Swdang Pleno; 4. Sinkronisasi dan vahdas program /kegiatan
Pengumpulan dats/maten dan hasi . Penyvampaian tata tertib; yang telah dikompilasi pada perstupan
Musrenbangkel, 3. Paparan Camal: Musrenbangcam 11;
Penctapan jadwal, agenda, dan tempat | . Pembagmn sidang komma (= bedang 3. Menyusunan DSP Permasalahan tingkat
Munrenbangeam, ' meliputi -~ pemerintahan umum, ekonomi. kecamatan:
. Penyusunan rancangan Taw Tertib I snsial budava dan infrostrukturi; Menvusun rumusan kegislan pembangunan
Musrenbungcam, Pengelompukan SKPD disesusatkan sesual urusan pemerinlah dacrah;
. Imventarsasi permasalahan ungkut kecamaun, sebagaimina dimaksud pada angka 4 di 5. Mereknmendasikan Usulan Linzas Bidang;
ams . Perumusan haml! sidang komis;
2, Persipan Musrenbangcam Il . Ponietapan haw! sidang komist,

i, Penyusunan rekapitulasi dan kompilasi hasil 1
Musrenbangkel vang dikelompokkan menurut 4*}_
urusan pemerintah daeroh untuk disinkronkan mﬂ l'lﬂﬂ n
dengan Rancangan Awal Rerju SKPD; OUTPUT: $:E“$ﬂ‘;::“l siduny komisi;

Papuran prionias, kebijakan dan strolegi 1. Prioritas rmasalnhan rmghkat ' '
pembsngunan tahun berikumyva oleh Bappeda; Kecamatan tmp; bidang: $ - Pengesahan hasi sdang picno 1
Penvampaion Rancangen Awal Rena SKi'D | Foem VIl Pembeniukan Tim Penvempurna Rumusan;

" Penientuan delegas: ke Forum SKPD dan
tahun berikutnya ;
. . Form VA: Musrenbangkot sebanyak-banvaknva 11

5 Delegasi ke Forum SKPD & Penandatinganan Berita Acara hasil

Musxrenbangkeo!, Musrenbangeam;

BA. Musrenbangcam. Penverahan hasi] Musrenbangeam kepads
Output : | - Partitia Pengarah diteruskan kepada panita
Materi Musrenbangeam (Form VA, Form VB pelakrana
dan Form V1)

! ! Rancangan Renja SKPD Kecamatan; orang

{. Penyvempurnaan Rumusan Kegiatan WALIKOTA SURAKARTA, ﬂ

Pembangunan;
Menginuimkan hasi! Musrenbangcam
ke BAFPEDA.
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A Dafiar hasy! Musrenbangoam dan DET Taben 12
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LAMPIRANXN IX : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR :W-ATahun 2012
TANGGAL : q qhhr 200

BAGAN MEKANISME FORUM SKPD

SIDANG PLEND 1
Faparan prawyas brgeatan @osus oieh Doabat Sappeda Prontwe dateny,
Prayaspavern pokok - pokok puke s DPRD untik KR,
Ieavunpooan tata terith presclengan.
Prrpriasan irkres dan pembagian petrria dalam sdang komom

SIDANG KOMIS!
PFaparan SKMY
Verlikasi dan snkronmeas prioeilas hawl Musenhangeam, hastl DRT dan pelaku usaha wintuk memastiioan
11 program [ kegwien dalun Rancamgan Renja SKIMD;
Smironses ketmabkan Povins Jaieng dan DMokok -Pelok prioran DR dalen Renckngan Renja SKMY,
Peryuisimm rrkomendes uniuk keosgks regulasi SKPD,
Prrumusan hasal sy koss

Proctopan haw! wdang koms

-d-‘_
rrctapar Juru ecas ke Mowrohacgiot sebarvak 2 orang untuk

wnan tralang.
I'r s Hertn Acars haml Foum SAPD oeh priwakilen
DTS, MK dan doiogaw Forum SKPTD




LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR ‘WATahun 2012
TANGGAL 5 iwwr 2013

BAGAN MEKANISME MUSRENBANGKOT

Pengurnpulan dan kemgrles hasd pemukbiran
Runcangan Renja SKPD;

. Pembagion tugas Panitia Musrenbangkot;

. Penentuan mekanisme /delail tekmik
Munrenbanghkot;
Peruncangan wahapan kegistan yang dibuiabkan
untuik perncicnggaraan Musrenbasghot.
Menyusun Tata Tertub Musrenbangiont
Merurmuskan susunan acara Mushenbangest:
Prrumusan priuritas permasalahan, kebygakan
umum dan sirateg pembangunan kota tahun

berikutnya.,
<=
Keluaran :

[. Rancangan mata sorub Mussenbangkor.
2. Proritas Umnusn hesl Forum SKPD,

1 s strategs kebiakan pembangunan kota.

Kegiatan

Pembuiccan meliputi - Laporan Kepals Bappeda. Sambutan Ketua DPRD dun Sambutan

Walikous Suruharta).

SIDANG PLENO

Sidang Pleno dipimpin olch Punitin pengarah dengan kegiutan sehagoi berikut:

. Penvampaian susunan acara Sideng Picno oleh pimpinan sidang;
Pervampsun dun pengesahan Tow Tertb;
Papseran prontas dan kebgakan pembangunan uniuk RKPD oleh Kepala BAPPEDA.
Paparen kebgaken hoeuangan besevia pagu indikan! UPD tahun beriltutnnya abech Kepala
DPPRA.
Papuran umum bawl Forum SKPD per bicang olch Juru Bicars Forum SKPD;
faparan kebijukar DPK tahun bBenkutnva oleh Assten Prmermtahan Schada Kota
Surukariag
Tanggapan forum dalam rangka kompilasi dan penyempurnmaan phoritas, kebijukan
HAPD dun hasil Forum SKPD serta perumusan isu stralegis kota;
. Pengesahan hasd sidang.

Pemoentukan Tim Porumus, dalam rangis monyvempurnakan Rancangan Awal RKPD;
Penancalunganar Hesta Acara Mustonbangan: nkeh Ketua Sidang Pieno, perasilan
per Sedang dan Forumm SKPD, perwaiclan pemenntah kots dan Perwabkalan DIFRD Kota
Surakarua.
Proyverahan hast sidang Mussenbangkor kepada Pamitia Pelaksana

Pasca Musrenbangkot

1. Penvempumaan rumusan hasil Musrenbangkot,

2. Menginformasikan hasil Musrenbangkot,

Keluaran :
Kompilasi dan penvempurnaan prontas pembangunan dacrah berdasar
urusan pemenniah daerah serta isu stratcgis kol dan permilahan prioritus
Mogsatan menurut sumber pendanaan (APRD kota [ provnsa, APBN),
Rancangan program /kegatan REKPLD;
Rancangan kebiakan alokss DPK whun benutnva

KOTA SURAKARTA, o
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